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ABSTRAK 
Implementasi Perencanaan Pajak (Tax Planning) Untuk Penghematan 
Jumlah Pajak Penghasilan Pada PT. Semen Bosowa Maros 
Implementation Planning Taxes (Tax Planning) For Income Tax Savings 
Amount at PT. Semen Bosowa Maros 
 
Nurjannah 
Deng Siraja 
Haerial 
 
 
Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui strategi implementasi 
perencanaan pajak (tax planning) sebagai upaya legal untuk penghematan jumlah 
pajak penghasilan terutang bagi PT. Semen Bosowa Maros. Objek penelitian ini 
adalah Laporan Laba Rugi PT. Semen Bosowa Maros untuk tahun yang berakhir 
pada tanggal 31 Desember 2010. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerpan tax planning yang diterapkan 
oleh perusahaan telah sesuai  dengan perundang-undangan perpajakan yang 
berlaku. Penerapan tax planning yang meniadakan fasilitas mobil dinas bagi direksi 
berdampak positif terhadap biaya pemeliharaan pabrik, dimana anggaran untuk 
mobil tersebut dialihkan menjadi biaya operasional pabrik yang telah dikoreksi 
sebesar Rp 87.747.105,00 dan temuan lainnya yang digunakan untuk menghemat 
pajak yaitu biaya  sebesar  Rp 700.000.000,00  yang berasal dari jamuan 
perusahaan pada kegiatan tertentu dan beban handphone sebesar                         
Rp 22.061.170,00 yang digunakan untuk fasilitas dinas direksi.  
Kata Kunci : Tax Planning, Penghematan Pajak, dan Pajak Penghasilan  
The purpose of the research is to find out strategy implementation planning 
pajak      ( tax planning ) as an effort to legal income for the thrift holding the amount 
of tax owed for PT. Semen Bosowa Maros. The object of this research is profit ioss 
PT. Semen Bosowa Maros for the year ended on 31 December  2010.  
The result showed that penerpan tax planning applied by the company has in 
accordance with the applicable law and taxation. The application of tax planning 
which omitted facilities official cars for the board of directors positive impact on the 
expense of maintaining a mill, where budget for the car translates into operational 
costs of plant which has corrigibility Rp 87.747.105,00 and other findings used to 
save the tax that is a fee of Rp 700.000.000,00 derived from repast company in a 
particular activity and the burden of a cell phone Rp 22.061.170,00 used for facilities 
dept. of the board of directors. 
 
Key words: Tax Planning, Tax Savings, and the Income Tax 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
 
 
 
1.1 Konteks Penelitian 
Pajak merupakan fenomena umum sebagai sumber penerimaan negara 
yang berlaku diberbagai negara.Pandiangan (2008:5) menunjukkan bahwa. 
 Hampir semua negara di dunia mengenakan pajak kepada warganya, kecuali 
beberapa negara yang kaya akan sumber daya alam yang dijadikan sebagai 
sumber penerimaan utama negara tidak mengenakan pajak. Tiap negara 
membuat aturan dan ketentuan dalam mengenakan dan memungut pajak di 
negaranya, yang umumnya mengikuti prinsip-prinsip atau kaidah dalam 
perpajakan. 
Untuk membangun fondasi perpajakan yang baik, sebagai sumber 
penerimaan negara yang layak dan dapat diandalkan, maka untuk pertama 
kalinya dilakukan pembaruan sistem perpajakan nasional melalui reformasi 
perpajakan (tax reform). Tax reform merupakan suatu pembaharuan/ 
perombakan yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam bidang perpajakan 
yang dimulai pada tahun 1983,dengan melakukan perubahan atas sistem 
perpajakan untuk penetapan dan pemungutan pajak, yakni dari sistem official 
assessment menjadi self assessment, kemudian dilanjutkan pada tahun 1994 – 
2000 hingga tahun 2008(pidato kenegaraan). Sejalan dengan berlakunya sistem 
self assessment tersebut, peranan positif dari Wajib Pajak untuk memenuhi 
kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
perpajakan yang berlaku sangat diperlukan. 
Wajib pajak tidak mungkin dapat menghindari pajak karena pajak dapat 
dikenakan secara langsung maupun tidak langsung kepada dirinya. Dengan 
tidakmemungkinkannya untuk menghindar dari pengenaan pajak, Wajib 
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Pajakseharusnya sadar dan berusaha memahami ketentuan perpajakan yang 
benar. 
Pengetahuan atas ketentuan perpajakan yang benar sangat 
mutlakdiperlukan oleh Wajib Pajak karena dengan itu Wajib Pajakakan dapat 
melakukan kewajiban perpajakannya dengan benar pula.Wajib Pajakdapat 
memanfaatkan penentuan perpajakan yang menguntungkan dirinya, paling tidak 
Wajib Pajakakan memanfaatkan ketentuan yang membuat pemenuhan 
kewajiban perpajakannya menjadi sehemat mungkin dengan tidak melanggar 
ketentuan perpajakan itu sendiri. 
Tax planning sama sekali tidak bertujuan untuk melakukan manipulasi 
perpajakan, tetapi berusaha untuk memanfaatkan peluang berkaitan peraturan 
perpajakan yang menguntungkan Wajib Pajak dan tidak merugikan pemerintah 
dan dengan cara yang legal.Tax planning merupakan upaya legal yang bisa 
dilakukan Wajib Pajak. Tindakan itu legal karena penghematan pajak tersebut 
dilakukan dengan cara yang tidak melanggar ketentuan yang berlaku. Tax 
planning merupakan sarana yang memungkinkan untuk merencanakan pajak-
pajak yang dibayarkan, agar tidak terjadi kelebihan dalam membayar pajak.  
Undang-Undang No. 28 tahun 2007 pasal 1 ayat 3 tentang Ketentuan 
Umum dan Tata Cara Perpajakan. 
  Badan adalah sekumpulan orang/modal yang merupakan kesatuan, baik yang 
 melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan 
 Terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara 
 atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, 
 kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan organisasi 
 massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dalam bentuk 
 badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 
 
Upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam melakukan Tax planning dalam 
meminimalkan jumlah Pajak Penghasilan (PPh) terutang Badan, yaitu dengan 
memaksimalkan penghasilan yang dikecualikan, memaksimalkan biaya fiskal 
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meminimalkan biaya yang tidak diperkenankan pengurang serta pemilihan 
metode akuntansi yang sesui dengan perencanaan. 
Perencanaan pajak umumnya selalu dimulai dengan meyakinkan apakah 
suatu transaksi atau fenomena terkena pajak.  Kalau fenomena tersebut terkena 
pajak, apakah dapat digunakan untuk dikecualikan atau dikurangi jumlah 
pajaknya, selanjutnya apakah pembayaran pajak dimaksud dapat ditunda 
pembayarannya dan lain sebagainya. Oleh karena itu Wajib Pajak akan 
membuat rencana pengenaan pajak atas setiap tindakan (taxable events) secara 
seksama. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa tax planning adalah proses 
pengambilan tax factor yang relevan dan non taxfactor yang material untuk 
menentukan apakah, kapan, bagaimana, dan dengan siapa(pihak mana) untuk 
melakukan transaksi, operasi dan hubungan dagang yang memungkinkan 
tercapainya beban pajak pada tax event yang serendah mungkin dan sejalan 
dengan tujuan perusahaan.  
 Usaha pengurangan (penghematan) beban pajak dapat dilakukan antara 
lain dengan cara penggelapan pajak (tax evasion) dan penghindaran pajak (tax 
avoidance). Tax evasion adalah usaha penghindaran pajak yang dilakukan 
dengan melanggar ketentuan perpajakan, seperti memberikan data keuangan 
palsu dan menyembunyikan data. Cara ini sering disebut penggelapan pajak 
atau penyelundupan pajak. Dalam manajemen pajak, cara penyelundupan pajak 
tidak sejalan dengan prinsip manajemen. Sedangkan tax avoidance adalah 
upaya penghindaran pajak dengan mematuhi ketentuan perpajakan dan 
menggunakan strategi dibidang perpajakan yang digunakan, seperti 
memanfaatkan pengecualiaan dan potongan yang diperkenankan maupun 
memanfaatkan hal-hal yang belum diatur dalam peraturan perpajakanyang 
berlaku (loopholes). Oleh karena itu,diperlukan manajemen pajak yang bertujuan 
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menekan pajak serendah mungkin dan menunda selambat mungkin pembayaran 
pajak untuk memperoleh laba likuiditas yang diharapkan.Berdasarkan uraian di 
atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul 
:“ImplementasiPerencanaan Pajak (Tax planning) untuk Penghematan Jumlah 
Pajak Penghasilan pada PT. Semen Bosowa Maros”. 
 
1.2 Fokus Penelitian  
Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka 
masalah pokok yang menjadi fokus penelitian ini adalah, “Bagaimana 
strategiimplementasitax planning sebagai upaya legal untuk penghematan jumlah 
Pajak Penghasilan terutang bagi PT. Semen Bosowa Maros?”. 
 
1.3 Tujuan Penelitian 
Berdasarkan masalah pokok diatas, maka tujuan yang akan di capai 
dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bahwa apakah strategi tax planning 
yang diterapkan pada perusahaan dapat bermanfaat untuk penghematan jumlah 
Pajak Penghasilan yang terutang dan sesuai dengan ketentuan perpajakan. 
 
1.4 Kegunaan Penelitian 
1.4.1 Kegunaan Teoritis 
Perusahaan dapat menentukan besarnya pajak penghasilan terutang 
yang seharusnya dibayar dengan jumlah seminimal mungkin. 
1.4.2 Kegunaan Praktis 
Sebagai aplikasi untuk menambah dan mengembangkan wawasan 
penulis berkaitan dengan masalah yang diteliti, dan sebagai 
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masukan, baik untuk bahan referensi dan bahan perbandingan antara 
teori dan praktek yang ada, dan berguna untuk memberikan 
gambaran atau wawasan yang jelas tentang penerapan tax planning 
sebagai upaya untuk penghematan jumlah Pajak Penghasilan yang 
terutang bagi Wajib Pajak badan. 
 
1.5 Sistematika Penulisan 
 Berikut ini penulis sajikan uraian singkat materi pokok yang akan dibahas 
pada masing-masing bab, sehingga dapat memberikan gambaran menyeluruh 
tentang penulisan ini. 
BAB I  : Pendahuluan 
   Bab ini berisi konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan 
penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan. 
BAB II : Tinjauan Pustaka 
    Bab ini berisi teori-teori yang menjadi landasan dalam 
penyusunan laporan akhir ini. 
BAB III : Metode Penelitian 
    Bab ini berisi rancangan penelitian, tempat dan waktu, objek 
penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, 
variabel penelitian dan definisi operasional, instrumen penelitian, 
dan analisis data. 
BAB IV : Gambaran umum perusahaan 
    Bab ini berisi tentang sejarah dan perkembangan perusahaan, 
visi dan misi, lokasi perusahaan dan struktur organisasi 
perusahaan. 
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BAB V : Pembahasan 
Bab ini menguraikan deskripsi penelitian, antara lain mengenai 
ImplementasiPerencanaan Pajak (Tax planning) untuk 
Penghematan Jumlah Pajak Penghasilan pada PT. Semen 
Bosowa Maros”. 
BAB VI : Kesimpulan dan Saran 
    Bab ini berisi kesimpulan dari penelitian dan saran-saran yang 
dapat penulis berikan kepada perusahaan tempat penulis 
melakukan penelitian, dan keterbatasan penelitian. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
 
 
 
2.1 Pengertian Pajak 
Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu negara dalam 
pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber daya yang berasal dari dalam 
negeri berupa pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang 
berguna bagi kepentingan bersama. Pajak sebagai salah satu sumber 
pendapatan utama yang diperoleh dari sumber dana dalam negeri, merupakan 
iuran rakyat untuk kas negara yang tidak mendapat balas jasa secara langsung 
dan digunakan dalam pembiayaan pembangunan.Adapun beberapa definisi atau 
pengertian pajak yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh di Indonesia dan Undang-
Undang sebagai berikut : 
1. Smeets dalamWirawan B, dan Burton (2008:6) mendefinisikan “Pajak 
adalah prestasi kepada Pemerintah yang terutang melalui norma-norma 
umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang 
dapat ditunjukan dalam hal individual: maksudnya adalah untuk 
membiayai pengeluaran pemerintah”. 
2. Soemitro dalam Mardiasmo (2009:1) mendefinisikan “Pajak adalah iuran 
rakyat kepada kas negara berdasarkan undang - undang (yang dapat 
dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang 
langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar 
pengeluaran umum”. 
3. Adriani dalam Waluyo (2008:2) mendefinisikan “Pajak adalah iuran 
kepada negara(yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib 
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membayarkannya menurutperaturan-peraturan, dengan tidak mendapat 
prestasi-kembali. Yang langsung dapatditunjuk, dan yang gunanya untuk 
membiayai pengeluaran-pengeluaran umumberhubung dengan tugas 
negara untuk menyelengarakan pemerintahan”. 
4. Undang-Undang No 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata 
Cara Perpajakan sebagaimana yang telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan UU No 28 tahun 2007 (selanjutnya disebut dengan UU 
KUP),“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh 
orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-
Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan 
digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran 
rakyat”. 
 
2.2 Pajak Penghasilan 
Waluyo (2008:87) mengemukakan Pajak Penghasilan adalah pajak yang 
dibebankan pada penghasilan perorangan, perusahaan atau badan hukum 
lainnya. Pajak penghasilan bisa diberlakukan progresif, proporsional atau 
regresif. UU No 7 tahun 1983 tentang PPh sebagaimana yang telah beberapa 
kali diubah terakhir dengan UU No 36 Tahun 2008, (selanjutnya disebut dengan 
UU PPh). 
Undang-undangPajak Penghasilan (PPh) mengatur pengenaan Pajak 
Penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang 
diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.Subjek pajak tersebut dikenai 
pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek pajak yang 
menerima atau memperoleh penghasilan dalam Undang-Undang PPh disebut 
Wajib Pajak. Wajib Pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau 
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diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk 
penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya 
dimulai atau berakhir dalam tahun pajak. 
 
2.2.1 Subjek Pajak 
Waluyo (2009:89),Subjek pajak dapat diartikan sebagai orang yang dituju 
oleh undang-undang untuk dikenakan pajak. Pajak penghasilan dikenakan 
terhadap Subjek Pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau 
diperolehnya dalam tahun pajak. 
BerdasarkanUU PPh pasal 2 ayat (1) No. 36 Tahun 2008, yang menjadi 
subjek pajak adalah : 
a. Orang pribadi 
Orang pribadi sebagai Subjek Pajak dapat bertempat tinggal atau berada 
di Indonesia atau di luar Indonesia. 
b. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang 
berhak penunjukan warisan yang belum terbagi sebagai Subjek Pajak 
pengganti dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang 
berasal dari warisan tetap dapat dilaksanakan.  
c. Badan 
Badan berdiri dari perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan 
lainnya, BUMN/BUMD dengan nama bentuk apapun, firma, kongsi, 
koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi 
massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan 
bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif. 
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d. Bentuk Usaha Tetap 
Yang dimaksud dengan Bentuk Usaha Tetap adalah bentuk usaha yang 
dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia 
atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 
bulan, atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di 
Indonesia, untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia. 
2.2.2 Objek Pajak 
Mardiasmo (2009:133), menyebutkan bahwa yang menjadi objek pajak 
adalah penghasilan, yaitu “Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang 
diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun 
dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah 
kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk 
apapun, termasuk : 
a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang 
diterima atau diperoleh 
b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan atau penghargaan; 
c. Laba usaha 
d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta 
e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai 
biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak 
f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan 
pengembalian utang 
g. Dividen 
h. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak 
i. Sewa dan penghsilan lain sehubungan dengan penggunaan harta 
j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala 
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k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah 
tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah 
l. Keuntungan selisih kurs mata uang asing 
m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva 
n. Premi asuransi 
o. Iuran yang diterima tau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang 
terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas 
p. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum 
dikenakan pajak 
q. Penghasilan dari usaha berbasis syariah 
r. Imbalan bunga 
s. Surplus Bank Indonesia 
 
2.2.3 Pajak Penghasilan Final 
Zain dan Sari (2006:21), mengungkapkan bahwa “Diantara penghasilan 
yang dikenakan atau dipotong pajak penghasilan yang bersifat final yang tidak 
diperhitungkan sebagai kredit pajak, yang berarti tidak dapat dikurangkan dari 
jumlah pajak yang terutang, baik untuk wajib pajak perseorangan maupun wajib 
pajak badan”. 
BerdasarkanUU PPh pasal 4 ayat (2) No. 36 Tahun 2008, Pajak 
Penghasilan yang bersifat final terdiri atas : 
a. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga 
obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan 
oleh koperasi kepada anggota kopersi orang pribadi 
b. Penghasilan berupa hadiah undian 
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c. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi 
derivative yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham 
atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang 
diterima oleh perusahaan modal ventura 
d. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau 
bangunan, usaha jasa kontruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah 
dan/atau bangunan; dan 
e. Penghasilan tertentu lainnya (penghasilan dari pengungkapan 
ketidakbenaran, penghentian penyidikan tindak pidana, dan lain-lain). 
pajak-pajak tersebut selanjutnya dinamakan UUPPh pasal 4 ayat (2).  
 
2.2.4 Tarif Pajak Penghasilan 
 KetentuanUU PPh pasal 17 ayat (1), besarnya tarif pajak penghasilan 
yang diterapkan atas penghasilan kena pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan 
Wajib Pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di 
Indonesia melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesiasebagai berikut. 
a. Untuk wajib pajak Orang pribadi dalam negeri : 
Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak 
Sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh 
juta rupiah) 
5% (lima persen) 
Diatas Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta 
rupiah) sampai dengan Rp. 250.000.000,00 
(Dua ratus lima puluh juta rupiah) 
15 %  (lima belas persen) 
Diatas Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima 
puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 
500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) 
25% (dua puluh lima persen) 
Diatas Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta 
rupiah) 
30%  (tiga puluh persen) 
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b. Untuk Wajib Pajak Badandalam negeri dan BUT 
Tarif pajak untuk Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk  usaha 
tetap (BUT) sebesar 28% (dua puluh delapan persen). Tarif PPh tersebut 
menjadi 25% (dua puluh lima persen) mulai berlaku tahun pajak 2010. 
Wajib Pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang 
paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan saham 
yang disetor diperdagangkan dibursa efek di Indonesia dan memenuhi 
persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5% (lima 
persen) lebih rendah dari pada tarif sebagaimana di maksud pada ayat 
(1) huruf b dan ayat (2) huruf a yang di atur dengan atau berdasarkan 
Peraturan Pemerintah 
Tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang 
dibagikan kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah paling tinggi 
sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat final. 
Wajib Pajak dalam negeri dengan peredaran brutonya dalam 1 (satu) 
tahun  sampai dengan50 miliar mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif 
sebesar 50% dari tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf b 
dan ayat (2a) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian 
peredaran bruto sampai dengan4,8 miliar(Pasal 31 E UU PPh). 
 
2.2.5 Penghasilan Kena Pajak 
Dasar yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak terutang adalah 
Penghasilan Kena Pajak (PhKP) yang bersumber dari laporan keuangan Wajib 
Pajak (laporan laba rugi/Profit and loss statement). Penghasilan Kena Pajak 
dihasilkan dari laba sebelum pajak dan penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak 
Badan diperoleh dari koreksi fiskal atas laba sebelum pajak yang berasal dari 
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laporan laba rugi wajib Pajak. Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dalam 
mendapatkan Penghasilan Kena Pajak terlebih dahulu penghasilan neto setelah 
koreksi diperkurangkan lagi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak.  
2.2.6   Penghasilan Tidak Kena Pajak  
Pengenaan Pajak Penghasilan di bebankan terhadap semua Wajib Pajak 
Orang Pribadi atau Wajib Pajak Badan. Untuk menghitung Penghasilan Kena 
Pajak Orang Pribadi dalam negeri, maka penghasilan nettonya dikurangi terlebih 
dahulu dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebagai berikut : 
a. Rp. 15.840.000,00 (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) 
tambahan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi. 
b. Rp. 1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tambahan 
untuk Wajib Pajak yang kawin. 
c. Rp. 15.840.000,00 (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) 
tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya di gabung dengan 
penghasilan suami. 
d. Rp. 1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tambahan 
untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam 
garis keturunan garis lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan 
sepenuhnya paling banyak tiga orang setiap keluarga 
2.2.7  Perhitungan Pajak Terutang 
Dalam menghitung Pajak Penghasilan yang terutang, dibedakan antara 
Wajib Pajak dalam negeri dan Wajib Pajak luar negeri. Bagi Wajib Pajak Badan 
dalam negeri pada dasarnya untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena 
Pajak yaitu perhitungan Pajak Penghasilan dengan dasar pembukuan.Sementara 
Wajib Pajak Orang Pribadi yang peredaran brotonya di bawah Rp. 
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600.000.000,00 (enam ratus juta) diperkenankan menggunakan norma 
perhitungan penghasilan neto berdasarkan pencatatan. Orang pribadi yang 
berada di Indonesia untuk jangka waktu secara berturut-turut yang lebih dari 183 
(seratus delapan puluh tiga) hari dianggap sebagai Wajib Pajak dalam negeri, 
dan wajib memenuhi kewajiban dan haknya selaku Wajib Pajak dalam 
negeri. Wajib Pajak yang meninggalkan Indonesia untuk jangka waktu yang tidak 
lebih dari 1 (satu) tahun, masih merupakan Wajib Pajak dalam negeri dan masih 
dikenakan pajak di Indonesia.  
Pejabat diplomatik dan Pegawai kedutaan Republik Indonesia, yang 
karena jabatannya berada di luar Indonesia, masih merupakan Wajib 
Pajak dalam negeri, sebab berdasarkan “asas eksteritorialitas”, mereka dianggap 
bertempat tinggal di wilayah Republik Indonesia, dan wajib pula membayar pajak 
penghasilan apabila penghasilannya melebihi penghasilan tidak kena pajak. 
Sebaliknya, Wakil-wakil Diplomatik atau Konsuler Asing yang bertempat tinggal 
di Indonesia, bukan merupakan Wajib Pajak dalam negeri, berdasarkan “asas 
eksteritorilitas” tersebut.  
Soemitro (1986:93-94) mendefinisikan “WajibPajak luar negerimerupakan 
subjek pajak luar negeri yang memperoleh atau menerima penghasilan yang 
berasal dari wilayah Republik Indonesia atau yang mempunyai kekayaan yang 
terletak di wilayah Republik Indonesia”. Wajib Pajak luar negeri hanya dikenakan 
pajak dari penghasilan yang diterima atau diperoleh atau berasal dari (sumber-
sumber yang ada di) wilayah Republik Indonesia.  
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2.3 Manajemen Pajak 
Suandy (2008:6), mendefinisikan “Manajemen pajak adalah sarana untuk 
memenuhi kewajiban perpajakan dengan banar tetapi jumlah pajak dapat ditekan 
serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan”. 
Suandy (2008:6), tujuan dari manajemen pajak dapat dicapai melalui 
fungsi-fungsi manajemen pajak yang terdiri dari : 
1. Perencanaan Pajak (Tax Planning) 
2. Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan (Tax Implementation) 
3. Pengendalian Pajak (Tax Control) 
 
2.3.1 Perencanaan Pajak (Tax Planning) 
Tax planningmerupakan langkah awal dalam manajemen pajak. Pada 
tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan 
agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan yang akan dilakukan.Pada 
umumnya penekanan perencanaan pajak adalah untuk meminimumkan 
kewajiban pajak. 
Jika tujuan perencanaan pajak adalah merekayasa agar beban pajak (tax 
burden) serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada tetapi 
berbeda dengan tujuan pembuat Undang-Undang maka tax planning di sini sama 
dengan tax avoidance karena secara hakikat ekonomis kedua-duanya berusaha 
untuk memaksimalkan penghasilan setelah pajak (after taxreturn) karena pajak 
merupakan unsur pengurang laba yang tersedia baik untuk dibagikan kepada 
pemegang saham maupun untuk diinvestasikan kembali.  
Suandy (2008:7) mengemukakan untuk meminimumkan kewajiban pajak 
dapat dilakukan dengan berbagai cara baik yang masih memenuhi ketentuan 
perpajakan (lawful) maupun yang melanggar peraturan perpajakan (unlawful). 
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Ukuran yang digunakan dalam mengukur kepatuhan peraturan wajib pajak 
adalah sebagai berikut: 
a. Tax saving, upaya wajib pajak mengelakkan hutang pajaknya dengan 
jalan menahan diri untuk tidak membeli produk-produk yang ada pajak 
pertambahan nilainya atau dengan sengaja mengurangi jam kerja atau 
pekerjaan yang dapat dilakukannya sehingga penghasilannya menjadi 
kecildan dengan demikian terhindar dari pengenaan pajak penghasilan 
yang besar.  
b. Tax avoidance, yaitu upaya wajib pajak untuk tidak melakukan perbuatan 
yang dikenakan pajak atau upaya-upaya yang masih dalam kerangka 
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk memperkecil 
jumlah pajak yang terhutang. 
Suandy (2008:7), tujuan tax planning secara lebih khusus ditujukan untuk 
memenuhi hal-hal sebagai berikut : 
a. Menghilangkan/menghapus pajak sama sekali; 
b. Menghilangkan/menghapus pajak dalam tahun berjalan; 
c. Menunda pengakuan penghasilan 
d. Mengubah penghasilan rutin berbentuk capital gain; 
e. Memperluas bisnis atau melakukan ekspansi usaha dengan membentuk 
badan usaha baru; 
f. Menghindari pengenaan pajak ganda; 
g. Menghindari bentuk penghasilan yang bersifat rutin atau teratur atau 
membentuk, memperbanyak, atau mempercepat pengurangan pajak. 
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Suandy (2008:8), manfaat perencanaan pajak pada prinsipnya adalah 
sebagai berikut : 
a. Mengatur alur kas, merupakan perencanaan yang dapat mengestimasi 
kebutuhan kas untuk pajak dan menentukan saat pembayaran sehingga 
perusahaan dapat menyusun anggaran kasnya dengan lebih akurat. 
b. Penghematan kas keluar, adalah perencanaan pajak yang dapat 
menghemat pajak yang merupakan biaya bagi perusahaan. 
Prinsip-prinsip untuk menghemat pajak : 
a. Memanfaatkan secara optimal ketentuan-ketentuan perpajakan yang 
berlaku. 
b. Menyebar penghasilan kebeberapa tahun untuk menghindari pajak yang 
tinggi. 
c. Mengambil beberapa keuntungan dari pemilihan bentuk-bentuk tepat. 
d. Mendirikan perusahaan dalam satu jalur usaha sehingga dapat 
diukursecara keseluruhan penggunaan tarif pajak dan potensi 
penghasilannya. 
Motivasi Perencanaan Pajak  
Mengacu pada Suandy (2008:10), motivasi dilakukannya perencanaan 
pajak pada umumnya bersumber dari tiga unsur perpajakan, yaitu:  
a. Kebijakan Perpajakan (Tax Policy), merupakan alternatif dari berbagai 
sasaran yang menjadi tujuan dalam sistem perpajakan. Faktor-faktor yang 
mendorong dilakukannya suatu perencanaan pajak, antara lain :  
a) Jenis Pajak yang akan dipungut.  
b) Subjek Pajak.  
c) Objek Pajak.  
d) Besarnya Tarif Pajak.  
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e) Prosedur pembayaran pajak.  
b. Undang-undang Perpajakan (Tax Law). Tidak ada undang-undang yang 
mengatur setiap permasalahan secara sempurna. Oleh karena itu, dalam 
pelaksanaannya selalu diikuti oleh ketentuan-ketentuan lain, seperti 
Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri 
Keuangan, dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak. Sering terjadi 
pertentangan antara ketentuan pelaksanaan tersebut dengan undang-
undang itu sendiri karena adanya penyesuaian dengan kepentingan  
pembuat kebijakan dalam mencapai tujuan lain yang ingin dicapainya. 
Akibatnya terbuka celah (loopholes) bagi Wajib Pajak untuk menganalisis 
dengan cermat kesempatan tersebut untuk melakukan perencanaan 
pajak yang baik.  
c. Administrasi Perpajakan (Tax Administration). Indonesia sebagai negara 
yang sedang membangun masih mengalami kesulitan dalam 
melaksanakan administrasi perpajakannya secara memadai. Hal ini 
mendorong perusahaan untuk melaksanakan perencanaan dengan baik 
untuk menghindari sanksi administrasi maupun pidana yang diakibatkan 
karena adanya perbedaan penafsiran antara aparat fiskus dengan 
perusahaan selaku Wajib Pajak karena luasnya peraturan perpajakan 
yang berlaku dan sistem informasi yang belum efektif. 
 
2.3.2 Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan (Tax Implementation) 
Suandy (2008:9),apabila dalam tax planning telah diketahui faktor-faktor 
yang akan dimanfaatkan untuk melakukan penghematan pajak, maka langkah-
langkah selanjutnya adalah mengimplementasikannya baik secara formal 
maupun material. Harus dipastikan bahwa pelaksanaan kewajiban perpajakan 
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telah memenuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Manajemen pajak tidak 
dimaksudkan untuk melanggar peraturan dan jika dalam pelaksanaannya 
menyimpang dari peraturan yang berlaku maka praktik tersebut telah 
menyimpang dari tujuan manajemen pajak. 
Suandy (2008:9), untuk dapat mencapai tujuan manajemen pajak, ada 
dua hal yang perlu dikuasai dan dilaksanakan, yaitu :  
a. Memahami ketentuan peraturan perpajakan 
b. Menyelenggarakan pembukuan yang memenuhi syarat 
 
2.3.3 Pengendalian Pajak (Tax Control) 
Pengendalian pajak merupakan langkah akhir dalam manajemen pajak. 
Suandy (2008:10), mengungkapkan “Pengendalian pajak bertujuan untuk 
memastikan bahwa kewajiban pajak telah dilaksanakan sesuai dengan yang 
telah direncanakan dan telah memenuhi persyaratan formal maupun material”. 
 Hal terpenting dalam pengendalian pajak adalah pemeriksaan 
pembayaran pajak. Oleh sebab itu, pengendalian dan pengaturan arus kas 
sangat penting dalam strategi penghematan pajak, misalnya melakukan 
pembayaran pajak pada saat terakhir tentu lebih menguntungkan jika 
dibandingkan dengan membayar lebih awal. 
 
2.4 Perbedaan Permanen dan Temporer 
 Zain dan Sari (2006:38)mengungkapkan bahwa penyebab perbedaan 
yang terjadi antara Penghasilan Sebelum Pajak (PSP) dengan Penghasilan Kena 
Pajak (PKP) dan secara potensial juga menyebabkan perbedaan antara Beban 
Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Penghasilan (PPh) Terutang, dapat 
dikategorikan dalam 3 (tiga) kelompok yaitu perbedaan permanen/tetap 
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(Permanent Differences), perbedaan waktu/sementara (Timing Differences – 
Temporary Differences), kompensasi kerugian (Operating Loss Carryforwards). 
Adapun Penjelasan mengenai kategori diatas, adalah sebagai berikut : 
1. Perbedaan Permanen/Tetap (Permanent Differences) 
Perbedaan ini terjadi karena berdasarkan ketentuan peraturan 
perundang-undangan perpajakan.  
a. Ada beberapa penghasilan yang tidak objek pajak, sedang 
secarakomersial penghasilan tersebut diakui sebagai penghasilan.  
b. Ada beberapa biaya sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan, termasuk biaya fiskal yang tidak boleh 
dikurangkan, sedang komersial biaya tersebut diperhitungkan 
sebagai biaya.  
 Perbedaan permanen tidak memerlukan Alokasi Pajak Penghasilan 
Interperiode (Interperiode Income Tax Allocation), karena perbedaan tersebut 
merupakan perbedaan yang mutlak yang tidak ada titik temunya atau saldo 
tandingnya (Counterbalance).  
 Zain dan Sari (2006:39), pada perusahaan yang ada Penghasilan Tidak 
Objek Pajak dan tidak ada Biaya Fiskal yang tidak boleh dikurangkan, PPh 
Terutangnya akan menjadi lebih rendah apabila dibandingkan dengan Beban 
PPh yang dihitung berdasarkan Penghasilan SebelumPajak, sedangkan apabila 
pada perusahaan terdapat banyak koreksi Biaya Fiskal yang tidak boleh 
dikurangkan, PPh Terutangnya akan menjadi lebih besar apabila dibandingkan 
dengan Beban PPh. Perbedaan permanen ini berkaitan juga dengan rekonsiliasi. 
2. Perbedaan Waktu/Sementara (Timing Differences – Temporary 
Differences). Perbedaan ini terjadi karena berdasarkan ketentuan 
peraturan perundang-undangan perpajakan merupakan penghasilan 
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atau biaya yang boleh dikurangkan pada periode akuntansi terdahulu 
atau periode akuntansi berikutnya dari periode akuntansi sekarang, 
sedang komersial mengakuinya sebagai penghasilan atau biaya pada 
periode yang bersangkutan. Berbeda dengan perbedaan permanen, 
perbedaan waktu masih memerlukan beberapa hal yang dipertanyakan, 
yaitu : 
a. Dalam rangka perbedaan waktu tersebut, apakah diperlukan alokasi 
pajak interperiode atau tidak memerlukan alokasi pajak interperiode 
b. Apabila diperlukan alokasi pajak interperiode, apakah pendekatannya 
secara komprehensif atau hanya parsial untuk perbedaan waktu 
tertentu saja dan apakah akan digunakan metode tangguhan (the 
deffered method) yang berbasis pada tarif pajak yang diharapkan, 
atau metode pajak neto (the net-of-tax method) 
Perbedaan Waktu atau Temporer dapat berupa : 
a. Perbedaan temporer kena pajak (taxable temporary differences) 
adalah perbedaan temporer yang menimbulkan jumlah kena pajak 
(taxable amounts) untuk perhitungan laba fiskal periode mendatang 
pada saat  nilai tercatat aktiva dipulihkan (recovered) atau nilai tercatat 
kewajiban tersebut dilunasi (settled). Apabila taxable temporary 
differences dikalikan dengan tarif PPh (Pasal 17), maka akan terdapat 
future tax liability yang sama dengan deffered tax liability. 
b. Perbedaan temporer yang boleh dikurangkan (deductible temporary 
differences) adalah perbedaan temporer yang menimbulkan suatu 
jumlah yang boleh dikurangkan (deductible amount) untuk perhitungan 
laba fiskal periode mendatang pada saat nilai tercatat aktiva dipulihkan 
(recovered) atau nilai tercatat kewajiban tersebut dilunasi (settled). 
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Apabila deductible temporary differences dikalikan dengan tarif PPh 
(Pasal 17) maka akan terdapat future tax refundable. Jumlah future tax 
refundable dengan hasil dari kompensasi kerugian yang dikalikan 
dengan tarif PPh (Pasal 17), merupakan jumlah deffered tax asset. 
 
2.5 Bentuk – Bentuk Perencanaan Pajak 
Suandy (2007:119) menyebutkan  bentuk-bentuk perencanaan pajak 
yang terdiri atas :  
1. Mengambil keuntungan dari berbagai pilihan bentuk badan hukum (legal 
entity) yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan jenis usaha. Bila dilihat 
dari perspektif perpajakan kadang pemilihan bentuk badan hukum (legal 
entities) bentuk perseorangan, firma dan kongsi (partnership) adalah 
bentuk yang lebih menguntungkan dibanding perseroan terbatas yang 
pemegang sahamnya perorangan atau badan tetapi kurang 25%, akan 
mengakibatkan pajak atas penghasilan perseroan dikenakan dua kali 
yakni pada saat penghasilan diperoleh oleh pihak perseroan dan pada 
saat penghasilan dibagikan sebagai dividen kepada pemegang saham 
perseorangan atau badan yang kurang dari 25%. Sebagai contoh: 
pemilihan bentuk usaha perseorangan akan lebih menghemat pajak 
karena terhindar dari pengenaan pajak berganda seperti yang terjadi 
pada bentuk usaha perseroan terbatas.  
2. Memilih lokasi perusahaan yang akan didirikan. Umumnya pemerintah 
memberikan semacam insentif pajak/fasilitas perpajakan khususnya untuk 
daerah tertentu (Misalnya di Indonesia bagian Timur), banyak 
pengurangan pajak penghasilan yang diberikan sebagaimana dimaksud 
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dalam pasal 26 undang-undang No.17 Tahun 2000. disamping itu juga 
diberikan fasilitas seperti peyusutan dan amortisasi yang dipercepat, 
kompensasi kerugian yang lebih lama. Misalnya: perusahaan memperluas 
usahanya dengan mendirikan perusahaan baru didaerah terpencil di 
Indonesia bagian Timur. Oleh karena daerah tersebut memiliki potensi 
ekonomi yang layak dikembangkan namun sulit dijangkau, maka 
pemerintah memberikan beberapa keringanan dalam pajak seperti izin 
untuk mengurangkan natura dan kenikmatan (fringe benefit) dari 
penghasilan bruto seperti yang diatur dalam SE-29/Pj.4/1995 Tanggal 5 
Juni 1995.  
3. Mengambil keuntungan sebesar-besarnya atau semaksimal mungkin dari 
berbagai pengecualian, potongan atau pengurangan atas penghasilan 
kena pajak yang diperbolehkan oleh undang-undang. Sebagai contoh jika 
diketahui bahwa penghasilan kena pajak (laba) perusahaan besar dan 
akan dikenakan tarif pajak tinggi/tertinggi, maka sebaiknya perusahaan 
membelanjakan sebagian laba perusahaan untuk hal-hal yang 
bermanfaat secara langsung untuk perusahaan, dengan catatan tentunya 
biaya yang dikeluarkan adalah biaya yang dapat dikurangkan (deductible) 
dalam menghitung penghasilan kena pajak. Sebagai contoh: biaya untuk 
riset dan pengembangan, biaya pendidikan dan latihan pegawai, biaya 
perbaikan kantor, biaya pemasaran dan masih banyak biaya lainnya yang 
dapat dimanfaatkan.  
4. Mendirikan perusahaan dalam satu jalur usaha (corporate company) 
sehingga diatur mengenai penggunaan tarif pajak yang paling 
menguntungkan antara masing-masing badan usaha (business entity). 
Hal ini bisa dilakukan mengingat bahwa banyak negara termasuk 
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Indonesia mengatur bahwa pembagian dividen antar corporate (inter 
corporate dividend) tidak dikenakan pajak.  
5. Mendirikan perusahaan ada yang sebagai profit center dan ada yang 
hanya berfungsi sebagai cost center. Dari hal tersebut dapat diperoleh 
manfaat dengan cara menyebarkan penghasilan menjadi pendapatan dari 
beberapa wajib pajak didalam satu grup begitu juga terhadap biaya 
sehingga dapat diperoleh keuntungan atas pergeseran pajak (tax shifting) 
yakni menghindari tarif paling tinggi/maksimum.  
6. Memberikan tunjangan kepada karyawan dalam bentuk uang ataunatura 
dan kenikmatan (fringe Benefit) dapat sebagai salah satu pilihan untuk 
menghindari lapisan tarif maksimum (shif to lower bracket). Karena pada 
dasarnya pemberian dalam bentuk natura dan kenikmatan (fringe benefit) 
dapat dikurangkan sebagai biaya oleh pemberi kerja sepanjang 
pemberian tersebut diperhitungkan sebagai penghasilan yang dikenakan 
pajak bagi pegawai yang menerimanya.  
7. Pemilihan metode penilaian persediaan. Ada dua metode penilaian yang 
dizinkan oleh peraturan perpajakan, yaitu metode rata-rata (average) dan 
metode masuk pertama keluar pertama (first in first out). Dalam kondisi 
perekonomian yang cenderung mengalami inflasi, metode rata-rata 
(average) akan menghasilkan harga pokok yang lebih tinggi dibanding 
dengan metode masuk pertama keluar pertama (first in first out). Harga 
pokok penjualan (HPP) yang lebih tinggi akan mengakibatkan laba kotor 
menjadi lebih kecil.  
8. Untuk pendanaan aktiva tetap dapat mempertimbangkan sewa guna 
usaha dengan hak opsi (finance lease) di samping pembelian langsung 
karena jangka waktu leasing umumnya lebih pendek dari umur aktiva dan 
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pembayaran leasing dapat dibiayakan seluruhnya. Dengan demikian, 
aktiva tersebut dapat dibiayakan lebih cepat dibandingkan melalui 
penyusutan jika pembelian dilakukan secara langsung.  
9. Melalui pemilihan metode penyusutan yang diperbolehkan peraturan 
perpajakan yang berlaku. Jika perusahaan mempunyai prediksi laba yang 
cukup besar maka dapat dipakai metode penyusutan yang dipercepat 
(saldo menurun) sehingga atas biaya penyusutan tersebut dapat 
mengurangi laba kena pajak dan sebaliknya jika diperkirakan pada awal-
awal tahun investasi belum bisa memberikan keuntungan atau timbul 
kerugian maka pilihannya adalah menggunakan metode penyusutan yang 
memberikan biaya yang lebih kecil (garis lurus) supaya biaya penyusutan 
dapat ditunda untuk tahun berikutnya. 
10. Menghindari dari pengenaan pajak dengan cara mengarahkan pada 
transaksi yang bukan objek pajak. Sebagai contoh: untuk jenis usaha 
yang PPh Badannya dikenakan pajak secara final, maka efesiensi PPh 
pasal 21 karyawan dapat dilakukan dengan cara memberikan semaksimal 
mungkin tunjangan karyawan dalam bentuk natura, mengingat pembelian 
natura bukan merupakan objek pajak PPh Pasal 21.  
11. Mengoptimalkan kredit pajak yang di perkenankan, untuk ini wajib pajak 
harus jeli untuk memperoleh informasi mengenai pembayaran pajak yang 
dapat dikreditkan. Sebagai contoh PPh Pasal 22 atas pembelian solar 
dari pertamina bersifat final jika pembeliannya dilakukan oleh perusahaan 
yang bergerak di bidang penyaluran ”Migas”, tetapi bila pembeliannya 
dilakukan oleh perusahaan yang bergerak di bidang pabrikan maka PPh 
pasal 22 tersebut dapat dikreditkan dengan PPh Badan. Perkreditan ini 
lebih menguntungkan ketimbang dibebankan sebagai biaya. Keuntungan 
27 
 
27 
 
yang dapat diperoleh sebesar 70% dari nilai pajak yang dikreditkan 
(dengan asumsi penghasilan kena pajak telah mencapai jumlah yang 
dikenakan tarif 30%). 
12. Penundaan pembayaran kewajiban pajak dapat dilakukan dengan cara 
melakukan pembayaran pada saat mendekati tanggal jatuh tempo. 
Khusus untuk menunda pembayaran PPN dapat dilakukan dengan 
menunda penerbitan faktur pajak sampai batas waktu yang 
diperkenankan khususnya atas penjualan kredit. Perusahaan dapat 
menerbitkan faktur pajak pada akhir bulan penyerahan barang (Kep. 
Dirjen Pajak No: 53/PJ/1994). 
13. Menghindari pemeriksaan pajak, periksaan pajak oleh Direktorat 
jenderal pajak dilakukan terhadap wajib pajak yang:  
a. SPT lebih bayar  
b. SPT rugi  
c. Tidak memasukkan SPT atau terlambat memasukkan SPT  
d. Terdapat informasi pelanggaran  
e. Memenuhi kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Dirjen pajak  
f. Menghindari lebih bayar dapat dilakukan dengan cara:  
a) Mengajukan pengurangan pembayaran lumpsum 
(angsuran masa) PPh pasal 25 ke KKP yang 
bersangkutan, apabila diperkirakan dalam tahun pajak 
berjalan akan terjadi kelebihan pembayaran pajak.  
b) Mengajukan permohonan pembebasan PPh Pasal 22 
impor apabila perusahaan melakukan impor.  
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14. Menghindari pelanggaran terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. 
Menghindari pelanggaran terhadap peraturan perpajakan dapat dilakukan 
dengan cara menguasai peraturan perpajakan yang berlaku. 
 
2.6 Langkah – Langkah dalam Perencanaan Pajak (Tax Planning) 
 
2.6.1 Memaksimalkan Penghasilan yang Dikecualikan 
Dalam UU PPh pasal 4 ayat (3) mengatur mengenai penghasilan yang 
dikecualikan sebagai Objek Pajak. Selain penghasilan yang dikecualikan 
undang-undang, kita juga harus mengetahui apa saja yang termasuk 
pengahasilan dalam undang-undang agar kita dapat mengetahui dengan pasti 
dalam tax planning yang akan dilakukan.(Suandy,2006:131) 
Lombantoruan (2005:2), langkah-angkah yang dapat dilakukan sebagai 
berikut : 
a. Mengubah Jenis Penghasilan 
Dengan memanfaatkan celah-celah dari Undang-Undang perpajakan 
yang berlaku, Penghasilan Kena Pajak diupayakan untuk dikecualikan 
atau dikurangi jumlah pajaknya. 
Contoh : apabila menanamkan saham pada suatu perusahaan, sebaiknya 
menanamkan saham minimal 25% agar dividen yang nantinya dibagikan 
tidak terkena pajak. 
b. Merencanakan Penghasilan untuk Tahun Berikutnya 
Untuk meminimumkan pajak tahun bersangkutan, maka pernghasilan 
yang diperoleh pada bulan-bulan terakhir tahun yang bersangkutan 
direncanakan sebagi penghasilan tahun depan. 
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Contoh : Laba tahun 2009 besar, dan perkiraan laba tahun 2010 akan 
menurun, maka sebagian penjualan untuk bulan Desember 2009 ditunda 
sampai bulan Januari 2010. 
c. Mengambil keuntungan sebesar-besarnya atau semaksimal mungkin dari 
berbagai pengecualian potongan atas Penghasilan Kena Pajak (PKP) 
yang diperbolehkan oleh undang-undang. 
Jika diketahui bahwa PKP (laba) perusahaan besar akan dikenakan tarif 
pajak tinggi/tertinggi, maka sebaiknya perusahaan membelanjakan 
sebagian laba perusahaan untuk hal-hal yang bermanfaat secara 
langsung bagi perusahaan dengan syarat biaya yang dikeluarkan adalah 
biaya yang dapat dikurangkan dari PKP (deductible). 
Contoh : biaya untuk riset dan pengembangan, biaya pendidikan dan 
pelatihan, biaya perbaikan kantor, biaya pemasaran, investasi jangka 
pendek atau jangka panjang lainnya. 
 
2.6.2 Memaksimalkan Biaya-Biaya Fiskal  
Suandy (2006:132), salah satu cara dalam meminimalkan pajak terutang 
yang dilakukan dalam tax planning adalah dengan memaksimalkan biaya fiskal. 
Biaya fiskal adalah biaya yang menurut Undang-Undang Perpajakan dapat 
dikurangkan dari penghasilan Bruto. Semakin besar biaya fiskal yang dapat 
dikurangkan dari penghasilan bruto menyebabkan semakin kecil laba bersih 
sebelum pajak dan otomatis akan mengurangi pajak terutang. 
Dalam tax planning selain memaksimalkan fiskal, hal lain yang harus 
diperhatikan adalah meminimalkan biaya yang menurut Undang-Undang 
perpajakan tidak dapat dikurangkan menyebabkan penghasilan sebelum pajak 
akan lebih besar dan hal itu menyebabkan pajak terutang juga lebih besar.Oleh 
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karena itu, dalam melakukan tax planning kita harus mengetahui biaya 
diperkenankan sebagai pengurang dan yang tidak diperkenankan sebagai 
pengurang. 
BerdasarkanUU PPh pasal 6, besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi 
Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap, ditentukan berdasarkan 
penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan 
memelihara penghasilan, termasuk : 
a. Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan 
kegiatan usaha,   antara lain : 
a) Biaya pembelian bahan; 
b) Biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, 
gaji,honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan 
dalam bentuk uang; 
c) Bunga, sewa dan royalti; 
d) Biaya Perjalanan; 
e) Biaya pengolahan limbah; 
f) Premi asuransi; 
g) Biaya Promosi dan penjualan yang diatur dengan atau 
berdasarkan peraturan menteri keuangan; 
h) Biaya administrasi; dan 
i) Pajak kecuali pajak penghasilan. 
b. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan 
amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain 
yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun; 
c. Iuran kepada dana pension yang pendiriannya telah disahkan oleh 
Menteri Keuangan; 
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d. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan 
digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, 
menagih, dan memelihara penghasilan; 
e. Kerugian selisih kurs mata uang asing 
f. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di 
Indonesia; 
g. Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan; 
h. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat; 
a) Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi 
komersial; 
b) Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat 
ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak; dan 
c) Telah diserahkan perkara penagihannya kepada pengadilan 
negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara; 
atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan 
piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang 
bersangkutan; atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum 
atau khusus; atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya 
telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu; 
d) Syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku untuk 
penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf k; yang pelaksanaannya 
diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri 
keuangan; 
i. Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang 
ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah; 
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j. Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan 
di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah; 
k. Biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan 
peraturan pemerintah; 
Pengeluaran yang tidak diperkenankan dikurangkan dari penghasilan 
bruto bagi Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap, sesuaiUU PPh 
pasal 9 ayat (1) adalah : 
a. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, 
termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada 
pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi; 
b. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi 
pemegang saham, sekutu, atau anggota; 
c. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali : 
a) Cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha 
lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, 
perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak 
piutang; 
b) Cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan 
sosial yang dibentuk oleh badan penyelenggara jaminan sosial; 
c) Cadangan penjaminan untuk lembaga penjamin simpanan; 
d) Cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan; 
e) Cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan; dan  
f) Cadangan biaya penutuapan dan pemeliharaan tempat 
pembuangan limbah industri untuk usaha pengelolahan limbah, 
industri, yang ketentuan dan syarat-syaratnya diatur dengan atau 
berdasarkan peraturan menteri keuangan; 
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d. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi 
dwiguna, dan asuransi bea siswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak Orang 
Pribadi. Kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut 
dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan; 
e. Penggantian atau imbalan sehibungan dengan pekerjaan atau jasa yang 
diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan 
makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau 
imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan didaerah tertentu dan yang 
berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau 
berdasarkan peraturan menteri keuangan; 
f. Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang 
saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai 
imbalan sehubungan dengan yang dilakukan; 
g. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan; 
h. Pajak Penghasilan; 
i. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib 
Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya; 
j. Gaji yang dibayar kepada anggota persekutuan , firma, atau perseroan  
komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham; 
k. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi 
pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-
undangan di bidang perpajakan. 
2.6.3Meminimalkan Tarif Pajak 
 Adanya perubahan tarif pajak dari UU No. 17 Tahun 2000 menjadi UU 
No. 36 Tahun 2008, membantu kita menciptakan peluang untuk melakukan tax 
planning lewat perubahan tersebut. Perubahan tersebut adalah : 
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a. Tarif PPh No. 36 Tahun 2008 
a) WP Orang Pribadi : 0 – 50 juta  5% 
             50 – 250 juta  10% 
   250 – 500 juta  25% 
 500 juta  30% 
b) WP Badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 
28 % 
b. Tarif PPh Pasal 31 E 
Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan 
50miliar mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari 
tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat 
(2a) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran 
bruto sampai dengan4,8 miliar. 
  Penghitungan PPh terutang berdasarkan Pasal 31E dapat dibedakan 
menjadi dua yaitu: 
a. Jika peredaran bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000, maka 
penghitungan PPhterutang yaitu sebagai berikut: 
PPh terutang = 50% X 28% X seluruh Penghasilan Kena Pajak 
b. Jika peredaran bruto lebih dari Rp 4.800.000.000 sampai dengan Rp 
50.000.000.000, maka penghitungan PPh terutang yaitu sebagai berikut: 
PPh Terutang =(50% X 28%) X Penghasilan Kena Pajak dari bagian 
peredaran bruto yang memperoleh fasilitas + 28% X Penghasilan Kena 
Pajak dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas 
Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang 
memperoleh fasilitas yaitu: 
(Rp 4.800.000.000 / Peredaran bruto) X Penghasilan Kena Pajak 
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Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang 
tidak memperoleh fasilitas yaitu :Penghasilan Kena Pajak – Penghasilan 
Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas. 
  Dengan disempurnakannya Undang-Undang perpajakan, berarti 
kelemahan-kelemahan didalam undang-undang dan peraturan-peraturan 
perpajakan sudah dapat diatasi. Hal ini berarti bahwa beberapa “loopholes” 
dalam Undang-undang perpajakan sebagian besar telah diketahui. Tetapi harus 
diingat bahwa tidak ada satu pasal pun di dalam Undang-undang Perpajakan di 
Indonesia yang berlaku,yang melarang Wajib Pajak melakukan manajemen 
pajak, sehingga usaha-usaha mengelola kewajiban perpajakan dalam 
manajemen keuangan dengan tepat untuk tujuan meminimalkan jumlah pajak 
terutang merupakan tindakan sah dan legal. 
 
2.7   Strategi dalam Perencanaan Pajak 
 Ada beberapa cara yang biasanya dilakukan atau dipraktekkan wajib 
pajak untuk meminimalkan pajak yang harus dibayar, seperti yang dikemukakan 
oleh Lumbantoruan (1996: 489), yaitu:  
a. Penggeseran pajak (shifting), adalah pemindahan atau mentransfer 
beban pajak dari subjek pajak kepada pihak lain, dengan demikian, orang 
atau badan yang dikenakan pajak mungkin sekali tidak menanggungnya.  
b. Kapitalisasi, adalah pengurangan harga objek pajak sama dengan jumlah 
pajak yang akan dibayarkan kemudian oleh pembeli.  
c. Transformasi, adalah cara pengelakan pajak yang dilakukan oleh 
pabrikan dengan cara menanggung beban pajak yang dikenakan 
terhadapnya.  
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d. Tax Evasion, adalah penghindaran pajak dengan melanggar ketentuan 
peraturan perpajakan.  
e. Tax Avoidance, adalah penghindaran pajak dengan menuruti peraturan 
yang ada. 
 
2.8Pengertian Penghematan Pajak 
Dalam hal perpajakan, setiap perusahaan pasti menginginkan agar beban 
pajak yang harus dibayar oleh perusahaan dapat sehemat mungkin untuk dapat 
mengoptimalkan laba setelah pajak.Penghematan Pajak menurut Zain 
(2005:51)adalah sebagai berikut : 
  “Suatu cara yang dilakukan oleh wajib pajak dalam mengelakkan utang pajaknya 
 dengan jalan menahan diri untuk tidak membeli produk-produk yang ada pajak 
 pertambahan nilainya, pajak penjualan atau dengan sengaja mengurangi jam 
 kerja atau pekerjaan yang dapat dilakukannya sehingga penghasilannya menjadi 
 kecil dan terhindar dari pengenaan pajak penghasilan yang besar.” 
 Sedangkan pengertian Penghematan Pajak Menurut Tjraka 
(www.google.com) adalah sebagai berikut : 
“Penghematan pajak merupakan upaya yang legal yang tujuannya untuk 
menempatkan pajak pada porsi yang seharusnya agar beban pajak yang 
dibayar oleh wajib pajak dapat ditekan serendah mungkin dengan 
memanfaatkan kelemahan dari peraturan dan Undang-undang 
perpajakan yang berlaku.”                                                                                     
Dari kedua pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Penghematan 
Pajak adalah usaha legal yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengupayakan 
agar beban pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin. 
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2.9Pemilihan Metode Akuntansi 
1. Penyusutan 
Mulai tahun 1995, Wajib Pajak diperkenankan untuk memilih metode 
penyusutan fiskal untuk aktiva tetap berwujud bukan bangunan, yaitu 
metode penyusutan garis lurus (straight line) dan kedua, metode 
penyusutan saldo menurun (double declining). Dalam memilih metode 
penyusutan, kita harus mempertimbangkan keadaaan perusahaan. Jika 
perusahaan memperkirakan laba perusahaan yang cukup besar, maka 
sebaiknya perusahaan menggunakan metode penyusutan saldo 
menurun, sehingga menghasilkan biaya penyusutan yang besar yang 
dapat mengurangi laba kena pajak. Sebaliknya, jika diperkirakan awal-
awal tahun investasi belum bisa memberikan keuntungan, laba yang 
diperoleh kecil atau timbul kerugian, maka sebaiknya memilih metode 
penyusutan garis lurus karena menghasilkan biaya penyusutan yang lebih 
kecil. 
a) Penyusutan Berdasarkan Peraturan Perpajakan 
Sebagaimana telah diatur dalamUU PPh pasal 9 ayat (2), bahwa 
pengeluaran untuk mendapatkan manfaat, menagih, dan 
memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih 
dari satu tahun tidak boleh dibebankan sekaligus, melainkan 
dibebankan melalui penyusutan. Hal ini sesuai dengan kelaziman 
dunia usaha dan selaras dengan prinsip penandingan antara 
pengeluaran dan penerimaan, dalam ketentuan ini pengeluaran 
untuk mendapatkan, menagih, dan mempertahankan penghasilan 
yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun tidak dapat 
dikurangkan sebagai biaya sekaligus pada tahun pengeluarannya.  
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Namun demikian, dalam perhitungan dan penerapan tariff penyusutan 
untuk keperluan pajak perlu diperhatikan dasar hukum penyusutan fiskal, karena 
dapat berbeda dengan penyusutan untuk akuntansi. 
Mulai tahun 1995 ketentuan fiskal mengharuskan penyusutan harta tetap 
dilakukan secara individual per aktiva, tidak lagi secara gabungan seperti yang 
berlaku sebelumnya kecuali untuk alat-alat kecil yang sejenis masih boleh 
menggunakan penyusutan secara golongan. 
Menurut UU PPh pasal 11, Penyusutan dimulai pada bulan 
dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk harta yang masih dalam proses 
pengerjaan, penyusutannya dimulai bulan selesainya pengerjaan harta tersebut. 
Dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak, Wajib Pajak diperkenankan 
melakukan penyusutan mulai pada bulan harta tersebut digunakan untuk 
mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan atau pada bulan harta 
yang bersangkutan mulai menghasilkan. 
Dalam UU PPh pasal 11 ayat (6), semua aktiva tetap berwujud yang 
memenuhi syarat penyusutan fiskal harus dikelompokkan terlebih dahulu menjadi 
2 golongan : 
Tebel 2.9 
Harta Berwujud 
Kelompok Harta 
Berwujud 
Masa 
Manfaat 
Tarif Penyusutan 
Metode Garis 
Lurus 
Metode Saldo 
Menurun 
I. Bukan 
Bangunan 
    Kelompok 1 
    Kelompok 2 
    Kelompok 3 
    Kelompok 4 
 
II. Bangunan 
     Permanen 
     Tidak 
Permanen 
 
4  tahun 
8  tahun 
16 tahun 
20 tahun 
 
 
20 tahun 
10 tahun 
 
25% 
12,5% 
6,25% 
5% 
 
 
5% 
10% 
 
50% 
25% 
12,5% 
10% 
(Sumber : UU No. 36 Tahun 2008) 
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b) Penyusutan Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan 
 Aset tetap dan akuntansi penyusutan diatur dalam Standar 
Akuntansi Keuangan di dalam Pernyataan STandar Akuntansi 
Keuangan (PSAK) No. 16 Revisi 2007 tentang Aset Tetap. Aset 
tetap adalah aset berwujud yang : 
1. Dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan 
barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain, atau 
untuk tujuan administrasi; dan 
2. Diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode. 
  “Penyusutan adalah setiap bagian dari aset yang memiliki biaya 
perolehan cukup signifikan terhadap total biaya perolehan seluruh aset harus 
disusutkan secara terpisah”. (Standar Akuntansi Keuangan, PSAK : 2007 : 16). 
Dalam PSAK penyusutan aset dimulai pada saat aset tersebut siap 
untuk digunakan, yaitu pada saat aset tersebut berada pada lokasi dan kondisi 
yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai dengan keinginan dan maksud 
manajemen. Penyusutan dari suatu aset dihentikan lebih awal ketika : 
a. Aset tersebut diklasifikasikan sebagai aset dimiliki untuk dijual atau aset 
tersebut masuk dalam kelompok aset yang tidak dipergunakan lagi dan 
diklasifikasikan sebagai aset dimiliki untuk dijual; dan 
b. Aset tersebut dihentikan pengakuannya, yaitu : 
a) Dilepaskan; dan 
b) Tidak ada masa manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan 
dari penggunaan atau pelepasannya. 
Oleh karena itu, penyusutan tidak berhenti pada saat aset tersebut tidak 
dipergunakan atau diberhentikan penggunaannya kecuali apabila telah habis 
disusutkan. Namun, apabila metode penyusutan yang dipergunakan adalah 
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usage method (seperti unit of production method), maka beban penyusutan 
menjadi nol bila tidak ada produksinya (PSAK : 16, Revisi 2007) 
 
2.10Koreksi Fiskal 
Muljono (2009:59) mendefinisikan“Koreksi fiskal adalah perhitungan 
pajak yang diakibatkan oleh adanya perbedaan pengakuan metode, masa 
manfaat, dan umur, dalam menghitung laba secara komersial dengan secara 
fiskal”. Perhitungan secara komersial adalah perhitungan yang diakui 
berdasarkan standar akuntansi yang lazim. 
Muljono (2009:59) mendefinisikan“Laba secara fiskal adalah laba yang 
diperoleh Wajib Pajak ketika menghitung besarnya PPh terutang pada akhir 
tahun”. Apabila koreksi fiskal tidak dilakukan oleh Wajib Pajak, perhitungan 
besarnya PPh terutang sangat memungkinkan akan mengalami kesalahan 
karena banyak ketentuan pengakuan atau cara perhitungan pada akuntansi 
komersial yang diperlakukan secara khusus pada ketentuan perpajakan. 
Laba secara komersial akan sama dengan laba secara fiskal hanya 
apabila semua unsur dalam perhitungan pajak telah dilakukan oleh Wajib Pajak 
berdasarkan ketentuan perpajakan. Bagi Wajib Pajak, hal ini sangat sulit 
dilakukan karena adanya perbedaan ketentuan antara Wajib Pajak dengan 
pembuat kebijakan pajak, yaitu pemerintah. 
Kepentingan Wajib Pajak dengan pemerintah yang berkaitan dengan 
pajak tidak akan sama, dan cenderung berkebalikan. Wajib pajak menghendaki 
pajak yang terutang atau dibayar sekecil mungkin, sedangkan pemerintah 
menghendaki pajak yang diterima sesuai dan cenderung sebesar 
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mungkin.Dengan kondisi itu, pengakuan akuntansi dari transaksi yang dilakukan 
oleh Wajib Pajakmenjadi cenderung berlawanan dengan ketentuan perpajakan. 
Hampir semua perhitungan laba komersial yang dihasilkan oleh 
perusahaan, untuk mendapatkan laba sebelumpajak harus dilakukan koreksi 
fiskal, karena tidak semua ketentuan dalam Pedoman Standar Akuntansi  
Keuangan (PSAK) digunakan dalam peraturan perpajakan. Banyak pula 
ketentuan perpajakan yang tidak sama dengan Standar AKuntansi Keuangan 
(SAK). 
Perbedaan antara SAK dengan Peraturan Perpajakan antara lain dalam 
hal penggunaan sistem maupun metode pengakuan biaya maupun penghasilan 
secara akuntansi komersial dengan akuntansi secara pajak, baik dalam rangka 
pengakuan pendapatan maupun biaya untuk untuk mendapatkan Penghasilan 
Kena Pajak. 
Perbedaan yang akan terjadi dengan adanya pengakuan secara 
komersial dan secara fiskal adalah atas besarnya pajak terutang yang diakui 
dalam laporan laba-rugi komersial dengan pajak terutang menurut fiskus.  
Muljono (2009:61),koreksi fiskal terjadi karena adanya perbedaan 
pengakuan secara komersial dan secara fiskal. Perbedaan tersebut dapat 
berupa: 
a. Beda Tetap : terjadi apabila terdapat transaksi yang diakui oleh Wajib 
Pajak sebagai penghasilan atau sebagai biaya sesuai akuntansi secara 
komersial tetapi berdasarkan ketentuan perpajakan, transaksi dimaksud 
bukan merupakan penghasilan atau bukan merupakan biaya, atau 
sebagian merupakan penghasilan atau sebagian merupakan biaya. 
b. Beda Waktu : terjadi karena adanya perbedaan pengakuan besarnya 
waktu secara akuntansi komersial dibandingkan dengan secara fiskal. 
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  Dengan adanya koreksi fiskal maka besarnya Penghasilan Kena Pajak 
yang dijadikan dasar perhitungan secara komersial dan secara fiskal akan dapat 
berbeda. Perbedaan karena adanya koreksi fiskal dapat menimbulkan koreksi 
yang berupa : 
a. Koreksi Positif, adalah koreksi fiskal yang mengakibatkan adanya 
pengurangan biaya yang telah diakui dalam laporan laba rugi secara 
komersial menjadi semakin kecil apabila dilihat secara fiskal, atau yang 
akan mengakibatkan adanya penambahan Penghasilan Kena Pajak. 
b. Koreksi Negatif, adalah koreksi fiskal yang mengakibatkan adanya 
penambahan biaya yang telah diakui dalam laporan laba-rugi secara 
komersial menjadi semakin besar apabila dilihat secara fiskal, atau yang 
akan mengtakibatkan adanya pengurangan Penghasilan Kena Pajak. 
  Berbeda dengan yang diungkapkan oleh Prastowo (2009:10), yang 
berpendapat bahwa pemungutan pajak harus sesuai dengan prinsip keadilan 
atau equality. Prinsip keadilan atau equality adalah: “ Pemungutan pajak yang 
dilakukan oleh negara harus seuai dengan kemampuan dan penghasilan Wajib 
Pajak. Dalam hal ini, negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap Wajib 
Pajak”. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
 
 
 
3.1 Rancangan Penelitian 
 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian 
deskriptif Kuantitatif dengan menggunakan pendekatan Studi Kasus. Sugiyono 
(2010:29), mendefinisikan “Penelitian deskriptif adalah metode yang dugunakan 
untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak 
digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas”. 
Metode Kuantitatif adalah metode analisis data yang dilakukan dengan 
caramengumpulan, menganalisis, dan menginterprestasikan data yang 
berwujudangka-angka untuk mengetahui perhitungan yang tepat bagi 
perusahaan dalammelakukan perencanaan pajak.Penelitian yang dilakukan 
dalam PT. SemenBosowa Maros ini digolongkan dalam studi kasus.Dalam 
penelitian studi kasus ini tidak sampai mempermasalahkan hubunganantara 
variable-variabel yang ada, dan juga tidak dimaksudkan untuk menariksuatu 
generalisasi yang menjelaskan variabel yang menyebabkan suatu gejala 
ataukenyataan sosial. 
 
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 
 Penelitian ini dilakukan pada PT. Semen Bosowa Maros yang bergerak 
dalam bidang pembuatan atau produksi semen. Pengambilan data dilakukan di 
Menara Bosowa lantai 19 yang beralamat di Jl. Jenderal sudirman No. 9 
Makassar. Waktu Pelaksanaan penelitian dimulai bulan Juni sampai dengan 
Oktober 2012. 
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3.3 Objek Penelitian 
  Objek penelitian ini adalah Laporan Laba Rugi PT. Semen Bosowa Maros 
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010. 
 
3.4 Jenis dan Sumber Data 
 Jenis-jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 
1. Data Kualitatif, yaitu data yang berisi kondisi perusahaan seperti latar 
belakangperusahaan, struktur organisasinya, tujuan perusahaan, rencana 
perusahaan, kebijakan perusahaan. Data tersebut dapat diperoleh secara 
lisan maupun tulisan. 
2. Data Kuantitatif, yaitu data yang berbentuk dokumen, daftar atau angka-
angka yang dapat dihitung berupa laporan keuangan perusahaan.  
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 
1. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dengan melakukan 
wawancara dan observasi pada perusahaan sebagai objek penelitian. 
2. Data sekunder, yaitu data yang berupa catatan-catatan perusahaan dan 
lampiran-lampiran serta literature yang berhubungan dengan penelitian 
ini.  
 
3.5 Teknik Pengumpulan Data 
Teknik yang digunakan peneliti dalam pengumpulan data yaitu : 
1. Obeservasi, yaitu peneliti mengadakan pengamatan langsung terhadap 
objek yang diteliti agar mendapat data yang diperlukan. 
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2. Wawancara, yaitu peneliti melakukan kegiatan tanya-jawab dengan pihak 
yang dianggap mengetahui informasi yang dibutuhkan, dalam hal ini yang 
menyangkut dengan perpajakan. 
3. Dokumentasi, yaitu mengumpulkan data berupa dokumen dan catatan 
perusahaan yang diperlukan dalam penelitian ini. 
 
3.6 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 
 
3.6.1  Variabel Independen (X) dan Dependen (Y) 
Variabel independen merupakan variabel bebas yang tidak 
dipengaruhi oleh variabel apapun. Variabel independen merupakan variabel 
yang menjelaskan atau mempengaruhi variabel dependen. Variabel 
independen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu : 
a. Perencanaan Pajak ( X ) 
Perencanaan Pajak adalah suatu proses organisasi usaha wajib 
pajak sedemikian rupa, sehingga hutang pajaknya baik pajak 
penghasilan maupun pajak lainnya berada dalam posisi paling 
efisien sepanjang hal itu dimungkinkan baik oleh peraturan 
perundang-undangan perpajakan maupun secara komersil. 
b. Pajak Penghasilan ( Y ) 
Pajak Penghasilan Badan adalah pajak penghasilan yang 
dikenakan atas laba perusahaan/badan. Pajak penghasilan terdiri 
dari unsur penghasilan dan biaya fiskal yang penentuan 
penghasilan dan biaya berbeda antara akuntansi dengan 
perpajakan. 
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3.7 Instrumen Penelitian 
Instrumen penelitian merupakan alat bantu di dalam melakukan penelitian 
yaitu untuk mengumpulkan data secara terencana. Dalam penelitian ini, penulis 
menggunakan instrumen penelitian disesuaikan dengan teknik pengumpulan 
data. Untuk lebih memperlancarnya, terlebih dahulu penulis membuat daftar 
kebutuhan data yang diperlukan untuk tujuan penulisan PT. Semen Bosowa 
Maros. Dalam melakukan observasi, yang dibutuhkan adalah penulis sendiri 
berdasar daftar kebutuhan data. Di dalam teknik interview, instrumen yang 
digunakan adalah daftar pertanyaan yang diajukan kepada sumber informasi. 
Untuk pegumpulan data dokumentasi menggunakan alat tulis manual maupun 
elektronik. 
 
3.8 Metode Analisis 
Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
analisis deskriptif kuantitatif tanpa menggunakan analisis statistik, yaitu 
menganalisis, mengumpulkan dan melihat Implementasi Perencanaan Pajak 
(Tax Planning) untuk Penghematan jumlah Pajak Penghasilan pada PT.Semen 
Bosowa Maros. 
Adapun langkah-langkahnya yaitu:  
1. Pengumpulan data yang diperlukan (laporan laba/rugi komersial tahun 
2010, laporan laba/rugi fiskal tahun 2010, neraca tahun 2010, daftar 
aktiva tetap tahun 2010, dan kebijakan-kebijakan perusahaan).  
2. Evaluasi terhadap koreksi fiskal yang dilakukan oleh perusahaan dengan 
memahami prosedur dan kebijakan yang berlaku di perusahaan terkait 
dengan perpajakan.  
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3. Memeriksa sumber-sumber penghasilan perusahaan kemudian membuat 
tax planning atas penghasilan perusahaan dengan cara memaksimalkan 
penghasilan yang dikecualikan.  
4. Membuat tax planning terhadap biaya-biaya umum dan operasional 
perusahaan dengan cara memaksimalkan biaya yang tidak 
diperkenankan sebagai pengurang (biaya fiskal) dan meminimalkan biaya 
yang tidak diperkenankan sebagai pengurang.  
5. Melakukan pemilihan metode-metode akuntansi yang sesuai dengan 
peraturan perpajakan.  
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BAB IV 
GAMBARAN UMUM 
 
 
 
 
4.1  Sejarah Singkat PT Semen Bosowa Maros 
 PT Semen Bosowa Maros adalah perusahaan yang bergerak dalam 
bidang pembuatan atau produksi semen yang didirikan dengan Akta Nomor 29 
Januari 1991 dari Notaris Ny. Mestariany Habie, S.H., Notaris di Makassar. 
Anggaran Dasar Perusahaan mengalami perubahan, terakhir sesuai dengan 
Berita Acara Rapat yang diaktakan dengan Nomor 3 dari Uus Sumirat, S.H., 
tanggal 15 Desember 2005 tentang Penigkatan Modal Dasar Perusahaan. 
Perubahan anggaran dasar ini telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum 
dan HAM Rebuplik Indonesia Nomor C-06418.HT.01.04.TH.2006 Tanggal 7 
Maret 2006. 
 PT Semen Bosowa Maros adalah salah satu anak perusahaan dari 
BOSOWA COORPORATION yang didirikan oleh H. M. Aksa Mahmud pada 
Tanggal 6 April 1978. Latar belakang pilihan nama Bosowa yang berasal dari 
singkatan Bone, Soppeng, Wajo adalah didasarkan pada latar belakang sejarah 
Kerajaan Bugis yang dikenal dengan nama “Telle Poccoe” (tiga serangkai). 
Kerajaan Bone, Kerajaan Soppeng, dan Kerajaan Wajo. 
 Dalam sejarahnya ketiga kerajaan tersebut selalu rukun dan damai, 
bersaudara, dan saling membantu dalam segala hal. Selain itu, ketiga kerajaan 
tersebut mempunyai ciri dan karakteristik yang berbeda, yaitu: 
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1. Kerajaan Bone yang terkenal dengan sistem pemerintahannya yang 
bagus. 
2. Kerajaan Soppeng terkenal dengan hasil pertaniannya yang 
melimpah dan, 
3. Kerajaan Wajo dengan masyarakat yang memiliki jiwa bisnis yang 
tinggi. 
Dengan demikian nama tersebut harapannya dapat tercermin 
keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh ketiga kerajaan dalam perusahaan 
yang dikembangkannya (Bosowa). 
Kebijakan pendirian pabrik didasarkan pada permintaan kebutuhan seen 
yang semakin meningkat khususnya di kawasan Indonesia Timur dan dunia pada 
umumnya. Bosowa Group bermaksud berpartisipasi dalam membangun industtri 
regional dan nasional dengan mmbangun pabrik semen baru yang didukung oleh 
tersedianya areal dan bahan baku semen yang memadai. 
Pabrik Semen Bosowa Maros memainkan peran penting dalam program 
pembangunan sumber daya alam dan manusia di Propinsi Sulawesi Selatan. 
Investasi untuk proyek ini telah dilakukan sejak tahun 1990. Pabrik semen baru di 
daerah Tukamasea Desa Baruga Kecamatan Bantiurung yaitu 45 km dari 
Makassar dan 10 km dari kota Maros. Areal konsesi meliputi 1.000 Ha untuk 
bahan baku, 60 Ha untuk lokasi pabrik dan 40 Ha untuk lokasi perumahan. 
Perusahaan bergerak di bidang industri semen. Sejak bulan Maret 1999, 
perusahaan telah mulai berproduksi, namun dengan kapasitas yang jauh di 
bawah yang ditargetkan sehingga menejemen menetapkan awal produksi 
komersil adalah tanggal 1 Januari 2000. dalam menjalankan kegiatan 
operasionalnya, perusahaan telah medapat persetujuan dari Menteri Negara 
Penggerak Dana Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik 
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Indonesia dengan Surat Persetujuan Penanaan Modal Dalam Negeri Nomor 
650/I/PMDN/1994 tanggal 10 Oktober 1994.  
Perusahaan telah mendapat izin pertambangan sesuai dengan Surat Izin 
Pertambangan Daerah (SIPD) Nomor KPTS. 446/IX/94 tanggal 17 September 
1994 dari Gubernur KDH Tingkat I Sulawesi Selatan. Lokasi areal pertambangan 
bahan baku semen (limestone)/batu gamping terletak pada kawasan seluas 750 
Ha di desa Tulamasea dan desa Baruga kecamatan Bantimurung kabupaten Dati 
II Maros. 
Perusahaan telah mendapat perpanjangan izin pertambangan sesuai 
dengan (SIPD) Nomor 414/KPTS/540.II/X/2004 dan Nomor 
415/KPTS/540.11/X/2004 tanggal 7 Oktober 2014. dalam menjalankan usahanya 
perusahaan berkantor pusat di. Jl. Urip Sumohardjo No.188, PO. BOX 273, 
Makassar 90232. Pabrik perusahaan berlokasi di Desa Baruga, Kecamatan 
Bantimurung, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. 
Setelah penelitian geologi dan izin-izin pendukung dari pemerintah 
selesai, Bosowa Investama memulai pelaksanaan proyek semen pada tanggal 3 
April 1995. Tanggal 23 Agustus 1998 mulai memproduksi semen, namun 
membeli klinker dari Semen Tonasa dan Semen Cibinong. 
Pada tanggal 8 April 1999, PT Semen Bosowa Maros telah berhasil 
memproduksi klinker sendiri, selanjutnya pada tanggal 12 April 1999 berhasil 
menghasilkan Semen Bosowa dengan menggunakan klinker yang dihasilkan dari 
penambangan gugus gamping explorasi Semen Bosowa. Proyek ini akan 
memberikan peluang kerja yang cukup besar bagi pembangunan nasional pada 
umumnya dan Sulawesi Selatan pada khususnya, karena dapat menyerap 
tenaga kerja sekitar 1.500 orang. Pada tanggal 31 Desember 2011 perusahaan 
memiliki karyawan tetap sebanyak 975 orang. 
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Pemasaran semen dilakukan di pasar dalam negeri sebesar 60% dan bila 
kebutuhan semen dalam negeri telah terpenuhi, maka 40% untuk pasar ekspor. 
Kapasitas produksi ini adalah 1,8 juta ton per tahun dan dapat dioptimalkan 
sampai dengan 2 juta ton per tahun. 
 
4.2 Visi dan Misi PT Semen Bosowa Maros 
Adapun visi dan misi PT Semen Bosowa Maros adalah sebagai berikut: 
Visi: PT Semen Bosowa Maros yang tumbuh dan berkembang di era reformasi, 
dengan dinamis menyongsong era globalisasi dan perdagangan bebas untuk 
menjadi perusahaan kelas dunia di bidang industri semen dengan tekad 
memenuhi kepuasan pelanggan. 
Misi: Memberikan produk yang berkualitas, Semen Portland Tipe I (jenis satu) 
yang dibuat dengan pabrik teknologi canggih yang sesuai dengan standar mutu 
internasional serta didukung oleh sumber daya manusia yang handal, ramah 
lingkungan sehingga memberikan manfaat bagi agama, bangsa, dan 
masyarakat. 
 
4.3 Lokasi Perusahaan 
PT Semen Bosowa Maros berlokasi di Desa Baruga Kecamatan 
Bantimurung Kabupaten Maros atau 10 km dari kota Maros dan sekitar 45 km 
dari kota Makassar. 
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4.4 Struktur Organisasi Perusahaan 
Dalam Organisasi dengan segala aktivitas, terdapat hubungan antara 
orang-orang yang menjalankan aktifitasnya. Makin banyak kegiatan yang 
dilakukan dalam organisasi, makin kompleks pula hubungan-hubungan dalam 
organisasi tersebut. Struktur organisasi yang baik merupakan salah satu syarat 
keberhasilan untuk menangani kegiatan usaha dalam rangka pencapaian 
sasaran perusahaan. Tetapi struktur organisasi yang tepat bagi suatu 
perusahaan yang bersangkutan haruslah menguntungkan jika ditinjau dari segi 
ekonomi dan bersifat fleksibel sehingga bila ada perluasan keadaan, tidak akan 
mengganggu susunan yang telah ada. Dalam hal ini struktur organisasi PT 
Semen Bosowa Maros diatur dalam Surat Keputusan Direksi. 
Struktur organisasi dimaksudkan sebagai alat ukur kontrol bahkan 
diharapkan struktur organisasi dapat membawa persatuan dan dinamika suatu 
perusahaan, atau dapat dikatakan bahwa struktur organisasi inilah yang 
mempersatukan fungsi-fungsi yang ada dalam lingkungan tersebut. Adapun 
pembagian tugas masing-masing fungsi dalam struktur organisasi perusahaan 
adalah sebagai berikut: 
1. President Director 
President Director merupakan pemegang kekuasaan tertinggi, dan 
mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam menjalankan dan 
mengelola perusahaan secara keseluruhan. 
2. Management Representative 
Management Representative mempunyai tugas membantu President 
Director dalam hal mengatur perusahaan dan bertanggung jawab 
langsung kepada President Director. 
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3. Internal Audit 
Internal Audit mempunyai tugas membantu President Director dalam hal 
mengaudit segala sesuatu yang terjadi di perusahaan. 
4. Vice President 
Vice President mempunyai tugas dan bertanggung jawab dalam 
pengoperasian pabrikan, dan bertanggung jawab kepada President 
Director. 
5. Marketing Director 
Memiliki tugas mengkoordinir bidang-bidang yang menyangkut dengan 
masalah pemasaran dan  bertanggung jawab kepada vice precident. 
6. Finance Director 
Memiliki tugas megelola keuangan dan pembuatan anggaran perusahaan 
sesuai dengan sistem dan prosedur yang telah ditetapkan perusahaan, 
dan bertanggung jawab langsung kepada vice precident. Finance Director  
ini membawahi langsung beberapa departemen antara lain departement 
warehouse dan departement accounting. 
7. Administration Director 
Memiliki tugas dalam mengkoordinasikan bidang-bidang yang 
menyangkut masalah administrasi perusahaan dan masalah sumber daya 
manusia atau masalah tentang kepegawaian terutama mengenai 
pengembangan kinerja karyawan pada umumnya. Administrtion Director 
bertanggung jawab kepada Vice Precident dan membawahi langsung 
beberapa departemen antara lain Administration Departement dan 
Purchasing Departement. 
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8. Teknical Directorat 
Teknical Directorat memiliki tugas memperbaiki, menjalankan, 
mengoperasikan, dan mengendalikan mutu dari perusahaan terkhusus 
dalam bidang perteknikan. Teknical Directorat bertanggung jawab kepada 
Vice Precident dan membawahi langsung beberapa departemen antara 
lain Departement Quarry, Departement Production, Departement  Quality 
Assurance, Departement  Maintenance & Electial. 
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Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut tentang struktur 
organisasi PT. Semen Bosowa Maros : 
Gambar 4.4 
Struktur Organisasi PT. Semen Bosowa Maros 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber : Subbagian Accounting and Tax PT. Semen Bosowa Maros 
 
 
 
 
Presiden Direktur 
Manajemen 
Representatif 
Vice Presiden 
Direktur 
Direktorat 
Internal Audit 
Direktorat 
Administrasi 
Direktorat 
Finance 
Direktorat 
Marketing & 
distribusi 
Direktorat 
Technic 
Departement 
Warehouse 
Departement 
Accounting 
Departement 
Quarry 
Departement 
Production 
Dept. Quality 
Assurance 
Dept. maintenance 
& electial 
Departement 
Administrasi 
Departement 
Purchasing 
56 
 
56 
 
BAB V 
PEMBAHASAN 
 
 
 
 
5.1.  Implementasi Perencanaan Pajak dalam Perusahaan 
5.1.1.  Kebijakan-kebijakan Akuntansi yang Diterapkan Perusahaan dalam 
Perhitungan PPh Terhutang 
Kebijakan akuntansi perusahaan dalam menjalankan usahanya antara 
lain : 
a. Dasar pembukuan yang dilakukan oleh perusahaan adalah accrual 
basis. 
b. Sistem penilaian persediaan dengan menggunakan metode 
average. 
c. Sistem pencatatan persediaan dilakukan dengan pencatatan 
perpetual. 
d. Penyusutan aktiva tetap menggunakan metode garis lurus. 
5.1.2.  Memaksimalkan Penghasilan yang dikecualikan 
  Dari data yang diperoleh dari perusahaan, sumber penghasilan 
perusahaan PT. Semen Bosowa Maros adalah penjualan semen. 
  Dalam pelaksanaan tax planning perusahaan dapat memaksimalkan 
penghasilan yang dikecualikan dan dikenakan PPh Final. Berdasarkan sumber 
penghasilan yang ada dalam perusahaan tidak terdapat penghasilan yang 
dikecualikan. Salah satu penghasilan yang dapat dijadikan alternatif bagi 
perusahaan untuk memperkecil PKP (Penghasilan Kena Pajak) adalah 
penghasilan bunga /jasa giro, karena penghasilan bunga dikenai pajak final. 
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5.1.3 Memaksimalkan Biaya Fiskal dan Meminimalkan Biaya yang Tidak 
Diperkenangkan sebagai Pengurang 
 
a. Biaya Makan/Minum 
Perusahaan tidak memberiakan uang makan siang ataupun 
tunjangan beras kepada karyawan, terapi perusahaan memberikan 
makan dan minum bersama bagi karyawan. 
b. Transportasi Karyawan 
Untuk transportasi karyawan perusahaan menyediakan bus untuk 
transportasi pegawai yang berkantor di pabrik yang berada di 
Kabupaten Maros. Sedangkan untuk pegawai yang berkantor di 
Makassar diberikan transportasi yang dimasukkan langsung ke 
dalam gaji karyawan. 
c. Tunjangan Asuransi 
Keputusan perusahaan untuk membayar premi asuransi 
karyawannya sesuai aturan dari pemerintah mengenai premi 
asuransi Jamsostek yang mewajibkan pemberi kerja menanggung 
premi asuransi karyawan. 
d. Biaya Perbaikan dan Penyusutan Kendaraan 
Perusahaan menyediakan kendaraan dinas yang disediakan 
direktur pemasaran. Biaya perbaikan/pemeliharaan/penyusutan 
kendaraan yang dipakai oleh direktur, tidak dapat dikurangkan 
seluruhnya sebagai biaya perawatan dan penyusutan kendaraan 
dalam laporan laba rugi perusahaan. Dalam tahun 2010, 
perusahaan telah menyediakan dana sebesar Rp. 87.747.105,00 
untuk biaya pemeliharaan kendaraan dinas. 
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5.1.4  Kredit Pajak 
  PPh pasal 22 dibayar dalam tahun berjalan melalui pemotongan oleh 
pihak-pihak tertentu. Pemungutan PPh pasal 22 ada yang bersifat final dan tidak 
final. Jika pemungutan PPh pasal 22 bersifat final, maka jumlah pajak yang telah 
dibayar pada tahun berjalan tersebut dapat dikreditkan dari total PPh terutang 
pada akhir tahun pada saat pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). 
  Ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh pihak yang dipungut PPh 
pasal 22 dalam pelaksanaan tax planning, yaitu mengoptimalkan kredit pajak 
yang bersifat final. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mengoptimakan kredit 
pajak adalah : 
1. Inventarisir transaksi-transaksi yang dipungut PPh pasal 22 yang bersifat 
final. 
2. Pastikan bahwa dokumen yang menjadi dasar pengkreditan (SSP atau 
Bukti Pungut) telah diterima dan telah diisi dengan benar. 
3. Arsipkan dengan baik SSP atau bukti ungut tersebut 
4. Pastikan bahwa SSP atau bukti pungut telah dkreditkan dalam SPT 
Tahunan. 
 
5.2 Strategi Perencanaan Pajak(Tax Planning)untuk Penghematan Jumlah 
Pajak Penghasilan yang Dilakukan oleh PT. Semen Bosowa Maros 
dengan Undang-undang yan Berlaku 
5.2.1 Memaksimalkan  Biaya Fiskal dan Meminimalkan Biaya yang Tidak   
Diperkenankan sebagai Pengurang 
 
a. Biaya Makanan/Minum 
Perusahaan tidak memberikan uang makan siang ataupun 
tunjangan beras kepada karyawan, tetapi perusahaan memberikan 
makan dan minuman bersama bagi karyawan. Pemberian makan 
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bersama bagi karyawan bukan merupakan Objek Pajak PPh pasal 
21 karena mekan bersama merupkan pemberian dalam bentuk 
natura. Dengan demikian dari sisi karyawan pemberian makan ini 
tidak akan menambah PPh pasal 21 terutang. 
  Disisi perusahaan berdasarkan pasal 9 ayat (1) huruf e UU PPh 
No. 36 Tahun 2008, Penggantian atau imbalan sehubungan dengan 
pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura atau kenikmatan 
tidak dapat dibebankan sebagai biaya, kecuali penyediaan makanan dan 
miniman bagi seluruh pegawai. Artinya pemberian makan dan minum 
bersama walaupun bentuk natura, dapat dibiayakan oleh perusahaan 
(deductible expenses). Dengan demikian di sisi perusahaan akan 
mengurangi PPh Badan yang terutang. 
  Apabila dibandingkan perlakuan pajak dalam hal pembiayaan 
pemberian makan bersama dengan pemberian tunjangan makan beruapa 
uang kehadiran, maka akan lebih menguntungkan karyawan dan 
perusahaan apabila memilih kebijakan pemberian makan bersama karena 
dengan memberikan makan bersama bukan merupakan penghasilan bagi 
karyawan. Sedangkan apabila diberikan berupa tunjangan makan , maka 
tunjangan makan tersebut menjadi Penghasilan Kena Pajak bagi 
karyawan. Oleh karena itu, keputusan perusahaan untuk memberikan 
makan dan minum bersama karyawan sudah baik.  
b. Transportasi Karyawan 
Untuk transportasi karyawan perusahan menyediakan bus untuk 
transportasi pegawai yang berkantor di pabrik yang berada di 
Kabupaten Maros. Sedangkan untuk pegawai yang berkantor di 
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Makassar diberikan transportasi yang dimasukkan langsung ke 
dalam gaji karyawan. 
  Pemberian tunjangan transportasi menurut Keputusan Direktur 
Jenderal Pajak Nomor KEP-57/PJ/2009 tentang Objek Pajak PPh pasal 
21 merupakan penghasilan yang dikenakan pajak bagi karyawan 
menurut UU PPh No.36 Tahun 2008 pasal ayat (1) huruf a, dapat 
dikurangkan dalam Penghasilan kena Pajak bagi perusahaan. 
  Dengan demikian perusahaan dapat mempertimbangkan kembali 
selisih biaya perusahaan yang harus perusahaan keluarkan jika 
memberikan tunajngan transportasi yang dimasukkan langsung ke dalam 
gaji karyawan. 
  Jika dari hasil perhitungan kemudian didapatkan hasil bahwa 
biaya yang dikeluarkan untuk pemberian tunjangan transportasi langsung 
kepada karyawan lebih besar dibandingkan dengan menyediakan bus 
transportasi, maka ada baiknya perusahaan memilih untuk menyediakan 
bus transportasi saja. Dengan demikian perusahaan bisa melakukan 
penghematan pajak karena pemberian tunjangan transportasi dapat 
dikurangkan dalam Penghasilan Kena Pajak bagi perusahaan sehingga 
bisa menghemat PPh terhutang perusahaan. 
c. Tunjangan Asuransi 
Untuk premi yang ditanggung perusahaan, menurut UU PPh No.36 
Tahun 2008 pasal 6 ayat (1) huruf a, pembayarn tersebut boleh 
dibebankan dalam Penghasilan Kena pajak perusahaan dan bagi 
karyawan yang bersangkutan, menurut Keputusan Direktur Jenderal 
Pajak Nomor KEP- 57/PJ/2009 tentang Objek Pajak PPh pasal 21, 
adalah penghasilan yang merupakan Objek Pajak. Premi yang 
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dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, menurut Keputusan Direktur 
Jenderal Pajak Nomor KEP- 57/PJ/2009 tentang pengurangan yang 
diperbolehkan dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak PPh 
pasal 21 dihitung sebagai pengurang penghasilan bagi Wajib Pajak 
yang bersangkutan. 
  Keputusan perusahaan untuk membayar premi asuransi 
karyawannya sesuai aturan dari pemerintah mengenai premi asuransi 
Jamsostek yang mewajibkan pemberi kerja menanggung premi asuransi 
karyawan. 
d. Biaya Perbaikan dan Penyusutan Kendaraan 
Perusahaan menyediakan kendaraan dinas yang disediakan 
direktur pemasaran. Biaya perbaikan/pemeliharaan/penyusutan 
kendaraan yang dipakai oleh direktur, tidak dapat dikurangkan 
seluruhnya sebagai biaya perawatan dan penyusutan kendaraan 
dalam laporan laba rugi perusahaan. Jumlah biaya yang dapat 
dibiayakan hanya 50% karena sesuai dengan Keputusan Direktur 
Jenderal Pajak Nomor KEP- 220/PJ/2002 pasal 3 ayat (2), biaya 
pemeliharaan dan perbaikan kendaraan yang dimiliki dan 
dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan 
atau pekerjaannya dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan 
sebesar 50% dari jumlah biaya pemeliharaan atau perbaikan dalam 
tahun pajak yang bersangkutan. 
  Perusahaan dapat membiayakan seluruhnya apabila kendaraan 
kantor tidak diberikan sebagai fasilitas bagi direktur, melainkan digunakan 
sepenuhnya hanya untuk keperluan perusahaan saja. Hal ini juga 
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menghindari penggunaan kendaraan kantor untuk keperluan pribadi 
karyawan, misalnya supir perusahaan. 
  Sehingga dengan demikian tidak perlu ada koreksi fiskal untuk 
biaya pemeliharaan sebesar Rp. 87.747.105, karena jika perusahaan 
tidak memberikan mobil dinas kepada karyawan maka seluruh biaya 
pemeliharaan ditanggung oleh perusahaan dana akan menjadi biaya 
yang akan mengurangi Penghasilan Kena Pajak bagi perusahaan. 
5.2.2  Metode Penyusutan 
  Ada dua jenis metode penyusutan yang diberlakukan dalam UU 
Perpajakan, yaitu metode garis lurus (straight line) dan metode saldo menurun 
(double declining). Dan perusahaan pada saat ini menggunakan metode 
penyusutan garis lurus. Sebaiknya perusahaan menggunakan metode 
penyusutan yang diperbolehkan menurut Peraturan Perpajakan. Hal ini 
membantu dalam penyusunan laporan laba rugi fiskal karena tidak perlu 
melakukan koreksi terhadap biaya penyusutan. Akan tetapi, kedua metode 
tersebut sebenarnya mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing, 
yang tentu saja pilihan masing-masing Wajib pajak dapat berbeda mengingat 
adanya perbedaan kepentingan. 
  Apabila yang menjadi dasar perbandingan adalah faktor komersial, kedua 
metode ini akan berbeda kalau dinilai secara future value. Mana yang dipilih dari 
kedua metode penyusutan tersebut, antara kebijakan fiskal dan kebijakan 
perusahaan dapat bertentangan. Di satu pihak diinginkan laba tinggi tetapi 
dipihak lain dengan adanya laba tinggi itu maka PPh juga menjadi tinggi. Di akhir 
penyusutan diketahui bahwa future value dari biaya penyusutan menggunakan 
metode garis lurus lebih rendah dibanding salado menurun, dalam arti metode 
garis lurus menghasilkan laba yang lebih tinggi dibanding metode saldo menurun 
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serta akan menghasilkan PPh terutang yang lebih tinggi pula. Jadi, apabila dinilai 
secara future value, penggunaan saldo menurun akan lebih menghemat PPh 
terhutang. 
5.2.3  Perbandingan Laba Rugi Fiskal Sebelum dan Setelah Tax Planning 
  Berikut adalah perbandingan laporan laba rugi fiskal sebelum tax planning 
dan setelah tax planning. 
Tabel 5.2.3 
PT. Semen Bosowa 
Laporan Laba Rugi 
Periode 1 Januari – 31 Desember 2010 
 
(dalam rupiah) 
  
 Laba Rugi Fiskal    Laba Rugi Fiskal   
 ( sebelum tax  ( setelah tax 
planning)  planning)  
Penjualan 785.631.259.782,00 785.631.259.782,00 
Beban Pokok Penjualan 526.851.697.030,00 526.851.697.030,00 
Laba Bruto 258.779.562.752,00 258.779.562.752,00 
Beban Usaha                                          
Beban Penjualan     
B. Pengiriman Penjualan 32.359.882.951,00 32.359.882.951,00 
B. Pengapalan 48.086.689.316,00 48.086.689.316,00 
B.Pengepakan dan Pengelolaan Gudang 18.915.567.518,00 18.915.567.518,00 
B. Promosi dan Humas Penjualan   8.773.670.270,00   8.773.670.270,00 
B. Gaji, Upah, dan Tunjangan lainnya   1.748.181.637,00   1.748.181.637,00 
B. Perjalanan Dinas  
B. Kantor 
B.Pendidikan, Pengembangan & Rekruitment 
Jumlah Beban Penjualan 
     418.600.454,00 
     614.489.404,00     
175.295.404,00 
111.164.802.235,00 
     418.600.454,00 
614.489.404,00     
175.295.404,00 
111.164.802.235,00 
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Laba Rugi Fiskal  
(sebelum tax 
planning) 
Laba Rugi Fiskal  
(setelah tax 
planning) 
B. Umum dan Administrasi 
B. Gaji, Upah dan Tunjangan Lainnya 23.095.870.006,00 23.095.870.006,00 
B. Kantor    6.072.966.692,00    6.072.966.692,00 
B. Pajak bumi dan Bangunan    1.379.578.488,00    1.379.578.488,00 
B. Pajak       448.696.468,00       448.696.468,00 
B. Kewajiban Estimasi Imbalan Pasca Kerja 1,480,047,067,00 1,480,047,067,00 
B. Perjalanan Dinas 1.410.806.368,00 1.410.806.368,00 
B. Penyusutan 4.786.381.524,00 4.786.381.524,00 
B. Bea masuk Impor 404.840.833,00 404.840.833,00 
B. Konsultan dan Tenaga Ahli  965.676.093,00 965.676.093,00 
B. Reprsentasi, Jamuan dan Sumbangan 522.603.033,00 522.603.033,00 
B. Zakat 1.051.833.300,00 1.051.833.300,00 
B.Pendidikan,Pengembangan,danRekruitment 357.374.878,00 357.374.878,00 
B. Provisi, Komisi dan Fee 385.182.640,00 385.182.640,00 
B. Transportasi 678.375.455,00 678.375.455,00 
B. Asosiasi dan Organisasi 834.935.859,00 834.935.859,00 
B. Pemeliharaan 
B. Survei dan Penelitian 
B. Registrasi dan Perijinan 
B. Pengiriman Barang dan Dokumen 
B. Lain-Lain 
 
1.108.722.871,00 
226.894.500,00 
612.797.247,00 
106.386.288,00 
108.919.682,00 
 
1.108.722.871,00 
226.894.500,00 
612.797.247,00 
106.386.288,00 
108.919.682,00 
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 Laba Rugi Fiskal 
(sebelum tax 
planning) 
Laba Rugi Fiskal 
(setelah tax 
planning) 
  
    
Jumlah Beban Umum dan Administrasi 46.438.889.296,00 46.438.889.296,00 
Jumlah Beban Usaha 157.203.691.531,00 157.203.691.531,00 
Laba/Rugi Usaha 110.764.802.235,00 110.764.802.235,00 
      
Pendapatan/Beban Lain-Lain     
Pendapatan Lain-Lain     
Jasa Giro 92.345.922,00 92.345.922,00 
Lainnya 683.920.559,00 683.920.559,00 
Jumlah Pendapatan lain-lain 776.266.482,00 776.266.482,00 
Beban Lain-Lain 
Bunga Pinjaman (38.556.636.837,00) (38.556.636.837,00) 
Manajemen Fee (17.968.949.567,00) (17.968.949.567,00) 
Denda Hutang Bunga dan Pokok (2.904.147.873,00) (2.904.147.873,00) 
Jasa Agen Fasilitas (140.000.000,00) (140.000.000,00) 
Jasa Rekening Penampungan (42.000.000,00) (42.000.000,00) 
Rugi selisih Kurs (665.268.078,00) (665.268.078,00) 
Jumlah Beban Lain-Lain 60.277.002.357,00 60.277.002.357,00 
     
      
Jumlah Pendapatan/Beban Lain-Lain (59.500.735.875,00) (59.500.735.875,00) 
Laba Sebelum Pajak 51.264.066.360,00 51.264.066.360,00 
  
 
66 
 
66 
 
Sumber  : PT. Semen Bosowa Maros ( data yang diolah) 
 
 
 
 
 
 
Laba Rugi Fiskal 
(sebelum tax 
planning) 
Laba Rugi Fiskal 
(setelah tax 
planning) 
Beda Waktu 
Beban Manfaat Karyawan  
 
479.249.072,00 
 
479.249.072,00 
Deplesi  256.671.966,00 256.671.966,00 
Penyusutan Aset Tetap  399.779.153,00 399.779.153,00 
Penyisihan Piutang Tak Tertagih  (135.143.846,00) (135.143.846,00) 
Kewajiban Estimasi Imbalan pasca Kerja  (187.454.936,00) (187.454.936,00) 
      
Beda Permanen     
Jamuan, Sumbangan, dan Promosi 1.367.228.946,00 667.228.946,00 
Pajak 448.696.467,00 448.696.467,00 
Beban Handphone (50%) 44.122.339,00 22.061.170,00 
Pemeliharaan Kendaraan 87.747.105,00 - 
Jasa Giro (92.345.922,00) (92.345.922,00) 
      
Taksiran Laba/Rugi Fiskal 54.762.506.112,00 53.952.697.838,00 
      
Laba Fiskal Setelah pembulatan 54.762.506.112,00 53.952.697.838,00 
 
67 
 
67 
 
1) Sebelum perencanaan tax planning 
 PPh terhutang tahun 2010 : 
  25% x Rp 54.762.506.112,00= Rp 13.690.626.528,00 
  Manfaat (Beban) Pajak Tangguhan : 
  Penyusutan Aset Tetap  x 25%   Rp 99.944.788,00 
  Penyisihan Piutang tak tertagih  x 25%  Rp (33.785.961,00) 
  Kewajiban Estimasi Imbalan Pasca Kerja  x 25% Rp (46.863.734,00) 
       Rp  19.295.093,00  
  Jumlah Taksiran Pajak Penghasilan adalah Rp 13.671.331.435,00 
2) Setelah penerapan tax planning 
PPh terhutang tahun 2010 : 
25% x Rp 53.952.697.838,00= Rp 13.488.174.460,00 
Manfaat (Beban) Pajak Tangguhan : 
  Penyusutan Aset Tetap  x 25%   Rp 99.944.788,00 
  Penyisihan Piutang tak tertagih x 25%  Rp (33.785.961,00) 
  Kewajiban Estimasi Imbalan Pasca Kerja  x 25%    Rp (46.863.734,00) 
       Rp  19.295.093,00  
Jumlah Taksiran Pajak Penghasilan adalah Rp 13.468.879.367,00  
Sebelum dilakukan tax planning, laba bersih setelah pajak adalah : 
Laba Bersih Komersil : Rp  51.264.066.360,00 
Pajak Penghasilan  : Rp (13.671.331.435,00) 
Laba Setelah Pajak  : Rp 37.592.734.925,00 
Setelah dilakukan tax planning, laba bersih setelah pajak adalah : 
Laba Bersih Komersil : Rp  51.264.066.360,00 
Pajak Penghasilan  : Rp (13.468.879.367,00) 
Laba Setelah Pajak  : Rp 37.795.186.993,00 
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  Maka penghematan pajak yang diperoleh akibat dilakukannya tax 
planning adalah sebesar Rp202.452.068,00. Laba bersih komersil setelah pajak 
adalah jumlah uang yang diperoleh perusahaan setelah dipotong pajak 
penghasilan yaitu sebesar Rp  37.795.186.993,00. 
  Penghematan ini dapat terjadi karena penerapan tax planning yang 
meniadakan fasilitas mobil dinas bagi direksi berdampak positif terhadap biaya 
pemeliharaan pabrik, dimana anggaran untuk mobil tersebut dialihkan menjadi 
biaya operasional pabrik. Sehingga biaya pemeliharaan yang telah dikoreksi 
sebesar Rp. 87.747.105,00 seluruhnya dibebankan kepada biaya operasional 
perusahaan. Dan temuan lainnya yang digunakan untuk menghemat pajak yaitu 
biaya  sebesar Rp. 700.000.000,00  yang berasal dari jamuan perusahaan pada 
kegiatan tertentu dan beban handphone sebesar Rp 22.061.170,00 yang 
digunakan untuk fasilitas dinas direksi. 
  Selama tahun 2010, PT. Semen Bosowa Maros memiliki kewajiban PPh 
pasal 25/29 yang merupakan angsuran PPh yang dihitung berdasarkan 
perhitungan tahun sebelumnya. Hal ini sesuai dengan SPT Tahunan 2010 yang 
telah disampaikan ke Kantor Palayanan Pajak. 
Tabel 5.2.4 
Tinjauan Pembayaran Utang Pajak 
PT. Semen Bosowa 
(Sebelum Tax Planning) 
 
Keterangan 2010 
Penghasilan Kena Pajak 
PPh Terutang (25%) 
Kredit Pajak : 
PPh Pasal 22 dan 25 
PPh Terutang Tahun 2010 
Rp 54.762.506.112,00 
Rp 13.690.626.528,00 
 
Rp    1.871.526.601,00 
Rp  11.819.099.927,00 
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  Jumlah kewajiban pajak penghasilan  badan akan berbeda apabila wajib 
pajak menerapkan tax planning secara efektif berdasarkan Peraturan Perpajakan 
yang berlaku, sehingga dapat menimbulkan penghematan pajak yang 
bermanfaat bagi kepentingan perusahaan. 
Tabel 5.2.5 
Tinjauan Pembayaran Utang Pajak 
PT. Semen Bosowa 
(Setelah Tax Planning) 
 
Keterangan 2010 
Penghasilan Kena Pajak 
PPh Terutang (25%) 
Kredit Pajak : 
PPh Pasal 22 dan 25 
PPh Terutang Tahun 2010 
Rp 53.952.697.838,00 
Rp 13.488.174.460,00 
 
Rp    1.871.526.601,00 
Rp 11.616.647.859,00 
 
  Setelah perusahaan menerapkan tax planning yang menghasilkan PPh 
terutang untuk tahun 2010 sebesar Rp13.488.174.460,00 secara otomatis 
membantu menurunkan PPh terutang perusahaan. Yang mana PPh terutang 
perusahaan sebelum menerapkan tax planning sebesar Rp 
11.819.099.927,00turun menjadi Rp11.616.647.859,00. Sehingga bisa dilihat 
dengan jelas adanya efisiensi penghematan pajak sebesar Rp202.452.068,00. 
 
 
 
 
 
 
70 
 
70 
 
BAB VI 
PENUTUP 
 
 
 
 
6.1 Kesimpulan 
Penerapan tax planning yang dilakukan oleh PT. Semen Bosowa Maros 
untuk meminimalkan jumlah pajak penghasilan terhutang menghasilkan 
beberapa kesimpulan sebagai berikut : 
1. Dalam menerapkan tax palanning, perusahaan memiliki beberapa 
kebijakan-kebijakan akuntansi yang dijadikan sebagai acuan. Selain itu, 
perusahaan juga melakukan beberapa langkah-langkah seperti, 
memaksimalkan penghasilan yang dikecualikan melalui pemaksimalan 
penghasilan bunga, memaksimalkan biaya fiskal dan meminimalkan 
biaya yang tidak diperkenangkan sebagai pengurang, meliputi : 
a. Biaya makan/minum 
b. Transportasi karyawan 
c. Tunjangan asuransi 
d. Biaya perbaikan dan penyusutan kendaraan 
Kemudian perusahaan juga lebih memilih menggunakan penyusutan 
atau metode garis lurus (straight line). 
2. Dari hasil penelitian yang dilakukan terhadap penerpan tax planning 
yang diterapkan oleh perusahaan dengan undang-undang perpajakan 
yang berlaku, ternyata perusahaan tidak melakukan pelanggaran dan 
masih mengikuti semua peraturan yang berlaku. 
Kemudian dapat pula dilihat dai hasil penerapan tax planning yang 
meniadakan fasilitas mobil dinas bagi direksi berdampak positif terhadap biaya 
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pemeliharaan pabrik, dimana anggaran untuk mobil tersebut dialihkan menjadi 
biaya operasional pabrik. Biaya pemeliharaan sebesar Rp 87.747.105,00 dan 
biaya sebesar Rp  700.000.000,00 yang berasal dari jamuan perusahaan pada 
kegiaan tertentu dan beban handphone sebesar Rp 22.061.170,00 yang 
digunakan untuk fasilitas dinas direksiyang akan menjadi pengurang 
penghasilan kena pajak. 
Dengan diterapkannya tax planning tersebut maka perusahaan berhasil 
melakukan penghematan pajak sebesar Rp 202.452.068,00, sehingga laba 
komersil yang awalnyanya Rp37.592.734.925,00naik menjadiRp 
37.795.186.993,00. 
Begitu pula halnya dengan kredit pajak terhutang yang awalnya sebesar 
Rp 11.819.099.927,00 turun menjadi Rp 11.616.647.859,00. Sehingga bisa 
dilihat dengan jelas adanya efisiensi penghematan pajak sebesar Rp 
202.452.068,00. 
Dengan adanya perencanaan pajak pada PT. Semen Bosowa Maros  
maka wajib pajak sudah memiliki kesadaran untuk membayar pajak sebesar 
jumlah yang sudah direncanakan atau dengan kata lain wajib pajak badan akan 
lebih patuh dalam melunasi ataupun membayar pajak tepat pada waktunya.  
 
6.2  Saran 
Melalui kegiatan penelitian yang dilakukan, berdasarkan pengamatan 
dan-data yang diperoleh dari perusahaan serta teori yang ada maka penulis 
memberikan saran agar penerapan tax planning pada PT. Semen Bosowa Maros 
tetap dipertahankan karena telah sesuai dengan peraturan undang-undang 
perpajakan yang berlaku. Serta yang terpenting adalah, perusahaan harus 
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senantiasa mengikuti perkembangan peraturan-peraturan perpajakan ataupun 
isu-isu terkait dengan perpajakan. 
Dengan demikian diharapkan pula dengan adanya perencanaan pajak 
maka tingkat kepatuhan wajib pajak pada PT. Semen Bosowa Maros menjadi 
semakin baik. 
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PT. SEMEN BOSOWA MAROS  RINCIAN LAPORAN LABA RUGI 
  
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2010 
              
             
       
       
 PENJUALAN BERSIH      Rp   785.631.259.782  
 Lokal :    
  Semen Sak Portland - 50 kg             68.579.406.733  
  Semen Sak Portland - 40 kg                  591.960.381  
  Semen Sak Portland - 1 Ton               5.025.173.968  
  Semen Sak Portland - 2 Ton               9.518.474.603  
  Semen Composite - 40 Kg           305.449.553.643  
  Semen Composite - 50 Kg           296.834.069.747  
  Semen Curah Composite             44.479.280.342  
  Semen Curah Portland Type I             33.457.818.255  
  Klinker                 3.676.770.816  
  Kantong Semen Sandwich - 40 Kg                    53.715.450  
  Kantong Semen Sandwich - 50 Kg                  201.228.367  
  Kantong Semen  Portland - 50 Kg                    57.018.182  
  Kantong Sling Portl 2 Ton (pcs)                      4.740.909  
  Kantong Sling Portl 1 Ton (pcs)                    30.568.321  
  Kantong Semen Jumbo Portl -1 Ton                    25.454.545  
  Sub Jumlah     Rp  767.985.234.262  
 Ekspor :    
  Semen Sak Portland - 1 Ton               1.898.493.947  
  Semen Composite - 40 Kg             10.169.062.198  
  Semen Sak Type Pozzoland-40 Kg                                     -  
  Kantong Semen Portland - 1 Ton (Pcs) 470.692.320  
 
 Kantong Semen  Portland - 50 Kg 
(pcs)                    34.048.247  
  Klinker                 5.073.728.808  
  Sub Jumlah     Rp    17.646.025.520  
       
Sumber : PT. Semen Bosowa Maros (data diolah)  
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 BEBAN POKOK PENJUALAN     Rp   526.851.697.030  
       
 Sediaan Bahan Baku Awal                                   -  
 Pembelian Bahan Baku           206.841.327.597  
 Jumlah Bahan Baku Tersedia           206.841.327.597  
 Sediaan Bahan Baku Akhir                                   -  
 Pemakaian Bahan Baku           206.841.327.597  
       
  Biaya Tenaga Kerja Langsung               8.115.439.939  
 Biaya Overhead :  
  Biaya Tenaga Kerja Tidak Langsung             10.113.670.683  
  Pemeliharaan             30.998.240.267  
  Penyusutan dan Amortisasi             88.161.784.679  
  Listrik               72.613.652.488  
  Overhead Lainnya             54.111.606.835  
       
 Jumlah Biaya Overhead           264.114.394.890  
              
 Sediaan Barang dalam Proses Awal             16.948.126.538  
 Pembelian              65.629.783.015  
       
 Jumlah Barang dalam Proses           289.419.237.151  
 Sediaan Barang Dalam Proses Akhir             18.608.893.970  
       
 Jumlah Barang dalam Proses   
 dan Overhead Pabrik           553.533.632.041  
       
 Biaya Pokok Produksi :           534.924.738.071  
       
  Sediaan Barang Jadi Awal             29.618.440.088  
       
 Barang Tersedia untuk Dijual           564.543.178.159  
       
 Sediaan Barang Jadi Akhir             37.280.989.526  
       
 Beban Pokok Penjualan           527.262.188.633  
       
 Sumbangan                  410.491.603  
 Beban Pokok Penjualan – Bersih     Rp   526.851.697.030  
       
        
Sumber : PT. Semen Bosowa Maros (data diolah)  
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BEBAN USAHA   
 Beban Penjualan      Rp 111.164.802.235   
   Pengiriman Penjualan             32.359.882.951   
   Pengapalan             48.086.689.316   
   Pengepakan dan Pengelolaan Gudang             18.915.567.518   
   Promosi dan Humas Penjualan               8.773.670.270   
   Gaji, Upah dan Tunjangan Lainnya               1.748.181.637   
   Perjalanan Dinas                  418.600.454   
   Kantor                   614.489.404   
   Pendidikan, Pengembangan & Rekruitment                  175.295.890   
   Lainnya                    72.424.795   
       
 Beban Umum dan Administrasi       Rp  46.038.889.296   
   Gaji, Upah dan Tunjangan Lainnya             23.095.870.006   
   Kantor                6.072.966.692   
   Pajak Bumi dan Bangunan               1.379.578.488   
   Pajak                   448.696.468   
   Kewajiban Estimasi Imbalan Pasca Kerja               1.480.047.067   
   Perjalanan Dinas               1.410.806.368   
   Penyusutan               4.786.381.524   
   Bea Masuk Impor                  404.840.834   
   Konsultan dan Tenaga Ahli                  965.676.093   
   Representasi, Jamuan dan Sumbangan                  522.603.033   
   Zakat                1.051.833.300   
   Pendidikan, Pengembangan & Rekruitment                  357.374.878   
   Provisi, Komisi dan Fee                  385.182.641   
   Transportasi                  678.375.455   
   Asosiasi dan Organisasi                  834.935.859   
   Pemeliharaan               1.108.722.871   
   Survei dan Penelitian                  226.894.500   
   Regristrasi dan Perijinan                  612.797.247   
   Pengiriman Barang dan Dokumen                  106.386.288   
   Lainnya                  108.919.683   
       
  Jumlah beban usaha      Rp   157.203.691.531   
       
       Sumber : PT. Semen Bosowa Maros (data diolah)  
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PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN   
 Pendapatan Lain-lain           Rp  776.266.482   
   Jasa Giro                    92.345.923   
   Lainnya                  683.920.559   
 Beban Lain-lain       Rp (60.277.002.357)  
   Bunga Pinjaman            (38.556.636.837)  
   Manajemen Fee            (17.968.949.568)  
   Denda Hutang Bunga dan Pokok              (2.904.147.873)  
   Jasa Agen Fasilitas                 (140.000.000)  
   Jasa Rekening Penampungan                   (42.000.000)  
   Rugi Selisih Kurs                 (665.268.078)  
       
  Jumlah Pendapatan (Beban) Lain-lain        Rp (59.500.735.875)  
       TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN   
 Beban Pajak Penghasilan Kini       Rp (11.266.571.050)  
       
 LABA SEBELUM PAJAK        Rp 42.075.135.346   
 Beda Waktu:   
  Beban Manfaat Karyawan                  479.249.072   
  Deplesi                   256.671.967   
  Penyusutan Aset Tetap                  399.779.153   
       
 Beda Permanen:   
  Jamuan, Sumbangan dan Promosi               1.367.228.946   
  Pajak                   448.696.468   
  Beban Handphone                    44.122.339   
  Pemeliharaan                    87.747.105   
  Jasa Giro                  (92.345.923)  
 Taksiran Laba (Rugi) Fiskal         Rp 45.066.284.474   
  Laba Fiskal Setelah Pembulatan         Rp 45.066.284.000   
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Beban Pajak Kini :  
  25% x Rp  45.066.284.000,00          Rp  11.266.571.000   
       
 Manfaat (Beban) Pajak Tangguhan             Rp   19.295.093   
  Penyusutan Aset Tetap                    99.944.788   
  Penyisihan Piutang Tak Tertagih                   (33.785.961)  
  Kewajiban Est. Imbalan Pasca Kerja                   (46.863.734)  
       Jumlah Taksiran Pajak Penghasilan       Rp (11.247.275.957)  
        
 Sumber : PT. Semen Bosowa Maros (data diolah)  
 
